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ABSTRAK 

       Skripsi dari hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Yuridis 

Terhadap Penanganan Balita Terlantar Di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo” untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana 

penanganan balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo?, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap penanganan balita telantar 

di UPT Perlindungan dan Pelayanan sosial asuhan balita Sidoarjo? 

       Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang diambil dengan menggunakan 

beberapa metode yakni metode observasi, dokumentasi serta wawancara kepada 

beberapa staff dan pekerja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo. Setelah memperoleh data dan mengumpulkannya, maka data akan 

diatur lalu dianalisa menggunakan metode deskripstif analitis dengan pola pikir 

deduktif. 

       Hasil dari penggalian data melalui penelitian ini menyatakan bahwa 

implementasi penanganan terhadap balita terlantar di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo melalui serangkaian program penanganan 

dalam upaya memberikan hak-hak anak terhadap balita telantar yakni dengan 

memberikan pelayanan kebutuhan pokok, pelayanan pemeliharaan kesehatan, 

pelayanan kebutuhan pendidikan formal dan non-formal, pelayanan kebutuhan 

sosial dan sarana pra-sarana atau fasilitas serta rangkaian program maupun kegiatan 

penunjang kebutuhan hak-hak anak terhadap balita terlantar. upaya yang dilakukan 

oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo ini telah 

sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni lembaga tersebut memberikan 

upaya dalam penanganan dengan memberikan hak-hak anak dalam berbagai aspek, 

yakni aspek perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan terhadap balita terlantar 

yang berada dalam asuhannya. Namun pada sistem pola asuh, beberapa pengasuh 

masih tergolong kurang maksimal dalam aspek dasar pendidikan, keterampilan, dan 

keahliannya. Selain itu juga terdapat kurang sinkronnya jumlah pengasuh dengan 

balita yang berada dalam asuhannya. 

       Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian di atas, penanganan yang 

dilakukan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo  

melalui serangkaian program penanganan bertujuan agar balita terlantar dapat 

mempunyai hak-hak anak yang sama selayaknya anak pada umumnya untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang dengan baik dan sewajarnya serta mempunyai kehidupan 

yang layak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

   

A. Latar Belakang   

Perkawinan merupakan perjanjian suci dan sakral sebagai peresmian 

ikatan secara hukum maupun agama antara pria dan wanita yang bertujuan 

membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.1 Setelah terjadinya 

pernikahan tersebut maka akan ada tanggung jawab (hak serta kewajiban) 

tertentu yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri sesuai tanggung 

jawabnya dan perannya.2 Sebagaimana sebuah dalil yang terdapat dalam 

Q.S. ar-Rum: 21, yakni : 

هَا وَجَعلَ ا لتِسْكُ نْ أنْفسِكُمْ أزْوَاج  وَمِنْ آياتَهِِ أنْ خَلقَ لَكُمْ مِ  مَوَدَّة  وَرَ حَْْة ۚ    بيَ نَكُمْ  نوُا إليِ ْ
لِكَ ليََاتٍ لِقوْمٍ يتَفَكَّرُونَ   إنِّ  فِ  ذََٰ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir.”3 

       Sejatinya perkawinan memiliki tujuan mulia yakni membangun sebuah 

keluarga yang membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi setiap 

anggotanya dalam keluarganya. Maka seorang suami istri hendaklah saling 

melengkapi dan membantu, supaya dapat mencapai kesejahteraan dalam 

                                                 
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
2 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), 47. 
3 Q. S. ar-Ruum: 21. 
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keluarga baik secara spiritual maupun materi.1 Disamping itu sebuah 

pernikahan tentu memiliki cita-cita terhadap keluarganya yakni agar 

menjadi rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah serta 

warrahmah. Yang para anggota didalamnya hidup dalam keadaan tenang, 

tentram, penuh hormat dan hangat serta dihiasi dengan rasa penuh cinta 

diantara anggota keluarga. Selain itu tujuan dari menikah adalah sebuah 

bentuk implementasi kewajiban atas perintah-Nya untuk mempunyai 

keturunan secara sah dan baik.2   

       Sebagai orang tua yang diberi amanah oleh Allah SWT melalui seorang 

anak tentu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi hak 

anak dalam rangka supaya anak mampu tumbuh serta maju dengan baik dan 

memegang teguh nilai-nilai islam. Peran orang tua dalam mendidik, 

memelihara, melindungi, serta memberikan kemaslahatan kehidupan 

terhadap anak tidak lain bertujuan untuk memenuhi kewajiban orang tua 

terhadap hak anak agar terhindar dari hal-hal yang menghalangi untuk 

mendapatkan sewajarnya hak sebagai anak. Jadi sudah menjadi kewajiban 

orang tua dalam membimbing, mendidik, dan mendampinginya dengan 

maksimal, baik secara fisik, mental, moral, spiritual, ataupun intelektualitas 

agar anak berkesempatan menjadi generasi yang baik dan cerdas dalam 

bidang spiritual maupun intelektual. Jadi anak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan, pemeliharaan atau perawatan, dan pendidikan yang memang 

                                                 
1 Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), 4. 
2 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 26. 
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sewajarnya menjadi hak-haknya. Sehingga dapat menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi orang tua, bangsa, maupun agamanya.4   

        Seorang anak adalah karunia yang dititipkan Allah Subhanahu wa 

Ta’ala melalui sebuah perkawinan yang sah, harus dijaga dan dilindungi 

serta dididik dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama atau spiritual 

agar anak dapat mendapatkan hak dengan baik untuk tumbuh dan 

berkembang. Jadi seorang anak tidak boleh di perlakukan dengan kasar, 

dianiaya, apalagi ditelantarkan atau dibuang karena dapat membawa 

pengaruh untuk kesejahteraan kehidupannya. Sebagaimana dalil dalam QS. 

an-Nisa’: 9 yang berbunyi,    

ينَ لوْ تركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذريَِّة  ضِعافَ ا خَافوُا عَليْهِمْ فَ لْيَتقَّوُا اللََّّ  وَلْيَقوُلوُا قوْل   وَلْيخَشَ الذِِّ
ا  سَدِيد 

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.”3  

       Ayat ini dijelaskan bahwa orang tua seharusnya waspada dan takut 

apabila meninggalkan anaknya yang masih kecil dan kondisi tersebut anak 

masih sangatlah lemah serta belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri 

maka dikhawatirkan akan menyebabkan terjadianya anak atau bayi yang 

telantar. Seharusnya mereka menjaga dan melindungi keturunan mereka 

yang bertujuan agar menjamin kesejahteraan kehidupan anak-anak mereka 

                                                 
3 QS. an-Nisa’: 9. 
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serta melakukan kewajiban dan peran yang semestinya sebagai orang tua. 

Pada dasarnya orang tua juga mempunyai kewajiban dalam membentuk dan 

membina anak-anaknya dengan baik serta dituntut untuk mengarahkan dan 

membimbing dalam kebaikan. Jadi tugas menjadi orang tua bukan sekedar 

sebagai sebuah perantara adanya makhluk baru melalui kelahiran, namun 

berkewajiban juga untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya agar 

dapat melaksanakan hak serta kewajibannya.   

       Peran orang tua merupakan hal terpenting bagi seorang anak, baik dari 

sisi peran seorang ibu  maupun dari sisi seorang ayah. Bahkan peran seorang 

ayah dibutuhkan sejak dalam kandungan untuk membantu pemberian 

stimulasi pada ibu hamil dan janinnya, sebagai upaya untuk mencegah dari 

keadaan yang tak diinginkan supaya mampu tumbuh dengan maksimal. 

Setelah kehadiran sang anak, seorang ayah mempunyai andil yang setara 

dengan si ibu. Bukan hanya bertugas mencari penghidupan saja, melainkan 

juga sebagai pengayom sekaligus pembimbing bagi sang anak.4 

       Anak merupakan amanah serta tanggungjawab dari Allah Subhanahu 

wa Ta’ala yang semestinya dilindungi, dijaga, serta diberikan kasih sayang 

yang berlimpah agar anak merasa bahagia dan sepatutnya mendapatkan 

haknya.  namun karena moral masyarakat yang semakin menurun ditandai 

dengan meluasnya kasus-kasus penelantaran bayi maupun balita, maka 

jumlah kasus tersebut kian meningkat. Beragam latar belakang yang 

                                                 
4 Karlinawati Silalahi, Eko A. Meianarno, Psikologi Keluarga, (PT RajaGrafindo Persada 

: Jakarta Persada : 2010), 18. 
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menjadi penyebab adanya berbagai kasus penelantaran bayi yakni hasil dari 

zina atau hubungan gelap, bayi yang berasal dari hasil pemerkosaan, 

sempitnya perekonomian orang tua bayi yang merasa tidak mumpuni untuk 

menghidupkan seorang anak, yang kemudian faktor-faktor tersebut menjadi 

permasalahan yang cukup kompleks seiring berkembangnya era 

modernisasi, teknologi, dan ekonomi. Peran sebagai orang tua tidak lagi 

berfungsi dalam keadaan semacam ini, yang menjadikan hak-hak nya 

sebagai anak merasa dikurangi bahkan ketidaktahuannya tentang identitas 

diri yang asli.5   

       Kesejahteraan anak menjadi problematika yang cukup menuai 

perhatian, Sebab anak adalah generasi penerus, aset keluarga, agama, juga 

masa depan bangsa Indonesia. Beredarnya isu atau berita tentang 

problematika mengenai hak-hak anak yang kerap terjadi secara 

kontroversional dan fenomenal, mulai dari pembuangan bayi, penelantaran 

anak, penculikan, perdagangan, hingga ekploitasi anak. Upaya dalam 

melindungi hak anak yang sering diabaikan dan diacuhkan oleh orang-orang 

yang seharusnya melindunginya, bahkan orang tuanya sendiri yang tidak 

memikirkan bagaimana masa depan anak kelak.   

       Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang 

perlindungan anak, “Anak telantar adalah anak yang karena sebab tertentu 

orang tuanya tidak bisa menjalankan atau melalaikan kewajiban yang 

                                                 
5 Enty Lafina Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-

Usulnya (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2016), 2. 
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menyebabkan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik secara fisik, 

mental, spiritual, maupun ekonomi. Sedangkan balita telantar adalah 

seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya pada saat ia berumur 

dibawah 5 (lima) tahun karena sebab-sebab tertentu.” Anak atau balita 

telantar tidak berbeda dengan anak biasanya yang pada fase tersebut sangat 

membutuhkan kasih sayang serta perlindungan dari keluarga terutama orang 

tuanya, dimana masa tersebut adalah masa emas menikmati fase masa kecil 

dalam sebuah roda kehidupan. Pada fase ini, seorang anak belum mencapai 

kesempurnaannya sebagai manusia dari segi akal maupun fisik.6   

       Apabila orang tua tidak dapat menunaikan atau melalaikan kewajiban 

karena sebab-sebab tertentu, maka tugas pemerintah untuk menanggung, 

melindungi, serta memelihara anak tersebut.  Sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 Ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak 

telantar dipelihara oleh negara”.7 Dan Undang-undang No.35 tahun 2014 

Pasal 23 Ayat 1 yaitu “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 

menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang 

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.8 Karena pada 

kenyataanya dengan banyaknya kasus bayi telantar menjadi gambaran 

kehidupan yang tidak begitu tampak tentang banyaknya fakta bahwa orang 

                                                 
6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (6)   
7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial,  

Pasal 34 Ayat (1)    
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 Ayat (1).    
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tua melalaikan tugas dan kewajiban sehingga menjadikan anak terhalang 

bahkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.  

        Upaya pemerintah dalam menangani kasus anak telantar tertuang 

dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) mengenai kewajiban pemeliharaan anak 

telantar oleh negara yang diharapkan dapat terjamin pemenuhan hak-hak 

anak yang meliputi pelayanan, pemeliharaan, perlindungan, serta 

kesejahteraan. Pemeliharaan inilah yang menjadi sebuah bingkai 

perlindungan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kasih sayang 

terhadap anak telantar. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 

1979 pasal 2 Ayat (1) tentang kesejahteraan anak bahwasannya “Anak 

berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan 

kasih sayang dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar”.9 Dalam hal ini, Pemerintah Dinas 

Sosial mempunyai upaya serta program dalam menangani adanya 

penelantaran anak dengan mengesahkan sebuah peraturan yakni Peraturan 

Menteri Sosial No.30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga kesejahteraan 

sosial anak yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlaksana  sesuai 

standar ketetapan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

tempat pengasuhan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta sebagai 

bentuk  pengoptimalan  fungsi lembaga yang ada.10   

                                                 
9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (1)    
10 Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak No.30 Tahun 

2011. 
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       Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendirikan unit 

pelayanan sosial sebagai jalan alternatif dalam menangani anak bayi dan 

balita telantar. Unit pelayanan yang didirikan oleh Dinas Sosial pada 25 

Agustus 2009 yang terletak di Jl. Monginsidi No.25 Sidokumpul, Sidoarjo, 

Jawa Timur atau UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita 

(PSAB) merupakan tempat yang secara khusus menangani bayi atau balita 

telantar yang berada di naungan seluruh Provinsi Jawa Timur yang 

bertujuan untuk tempat tinggal sementara bayi atau balita yang telantar yang 

dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Terkait pelayanan 

dan fasilitas di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita, 

disana ada empat gedung utama yang digunakan untuk beraktivitas, yakni 

ruangan bayi yang berumur 0-2 tahun, ruang anak usia 3-5 tahun, dan 

ruangan untuk kegiatan bermain dan mengaji. Unit pelayanan tersebut 

berkapasitas menampung 55 bayi dan balita. 

       Di bawah asuhan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita, anak difasilitasi bantuan setara dengan usia dan kebutuhan pokok 

masing-masing. Bayi mendapatkan bantuan serta pengasuhan khusus sebab 

balita berumur 0-1 tahun memiliki ketergantungan pada kebutuhan pokok 

yang memang harus ditangani langsung oleh pihak-pihak yang bertugas 

disana, berbeda dengan anak balita yang sudah bisa melakukan aktivitas 

secara mandiri namun tetap dalam pengawasan.   

       UPT PSAB sebagai tempat pelayanan yang dikhususkan untuk bayi dan 

balita yang berumur 0-5 tahun yang telantar atau tidak mempunyai orang 
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tua. namun untuk penempatan ruangan, asrama untuk bayi dan balita 

dibedakan begitu pula dengan pengasuhnya, agar lebih mudah dan fokus 

dalam mengorganisir sesuai kebutuhan mereka. Selain itu dalam 

penanganan juga lebih difokuskan dan membagi pekerja sesuai peran yang 

sesuai dengan bayi atau balita yang diasuhnya.  

       Walaupun sudah dibangun UPT Pelayanan Asuhan Balita, nyatanya 

Pemerintah belum mampu mengayomi anak telantar secara menyeluruh di 

propinsi Jawa Timur. Sedangkan tiap tahun jumlah anak telantar kian 

menumpuk. Dari kasus pembuangan atau penelantaran bayi yang terjadi di 

Indonesia dan sangat memprihatinkan tersebut menggambarkan betapa 

minimya pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai hak seorang anak 

yang sewajarnya diberikan serta dijunjung tinggi. Mulai dari hak untuk 

hidup, tinggal bersama keluarga dan hak-hak lainnya yang dilanggar begitu 

saja demi menutupi kesalahan atau aib dari orang tua nya yang kemudian 

bayi tersebut dibuang atau ditelantarkan.   

Berbagai kebutuhan dan peran keluarga yang sebelumnya tidak 

didapatkan oleh bayi telantar bisa didapatkan dari UPT PSAB, sesuai 

fungsinya agar balita bisa mendapatkan haknya mendapat kelayakan 

penghidupan serta terpenuhinya kebutuhan sekaligus sebagai bentuk 

implementasi atas aturan konstitusi peran negara dalam melindungi dan 

memelihara anak telantar. Namun belum diketahui apakah upaya 

penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menangani balita telantar 

melalui unit atau lembaga tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang 
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serta penyelenggaraan pengasuhan yang dilakukan oleh unit atau lembaga 

tersebut apakah sudah sesuai parameter yang sudah diberlakukan. Untuk itu, 

peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap bayi telantar di salah 

satu lembaga yakni UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita 

Sidoarjo dibawah naungan Dinas Sosial untuk mengetahui bagaimana 

penanganan yang dilakukan oleh UPT PSAB dilihat dari segi yuridis atau 

hukum positif.   

       Sesuai dengan fenomena diatas, maka peneliti berkeinginan melakukan 

penggalian data melalui penelitian terhadap penanganan balita telantar di 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo berjudul, 

“Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.”  

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Sesuai pemaparan di atas, dapat diidentifikasikan sejumlah 

permasalahan, yaitu:  

1. Kajian umum pengertian anak dan balita telantar. 

2. Faktor penyebab adanya balita telantar. 

3. Peran negara dan pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap 

balita telantar. 

4. Hak anak perspektif UU No.4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat (2).  

5. Upaya Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menangani 

adanya balita telantar. 
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6. Implementasi penanganan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo (PPSAB) mengenai balita telantar.  

7. Analisis yuridis terhadap penanganan balita telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo (PPSAB). 

       Pemaparan permasalahan diatas, agar lebih focus serta terorganisir 

maka penyusun mengklasifikasikan permasalahan tersebut menjadi:  

1. Penanganan balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.   

2. Analisis yuridis terhadap penanganan balita telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.   

C. Rumusan Masalah   

       Menurut fenomena yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah:    

1. Bagaimana penanganan balita telantar di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penanganan balita telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan sosial asuhan balita Sidoarjo?   

D. Kajian Pustaka   

       Dalam kepenulisan skripsi penelitian lapangan ini peneliti menggali 

informasi dari penelitisn terdahulu sebagai alat perbandingan, baik berupa 

skripsi, jurnal terdahulu, maupun peraturan atau perundang-undangan yang 

relevan dengan penelitian. Melalui penelitian yang pernah berlangsung 
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sebelumnya dimaksudkan agar mengetahui perbedaan dengan penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:   

1. Skripsi oleh Andi Resky Firadika NIM 10300113001 UIN Alauddin  

Makasar pada tahun 2017. Skripsi dengan judul “Penanganan Anak 

Telantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi 

Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa). Penelitian tersebut menggunakan 

analisa perspektif yuridis UUD Pasal 34 Tahun 1945 sedangkan peneliti 

menggunakan analisa perspektif UU No.35 tahun 2014 Pasal 23 Ayat 1, 

dalam penelitian tersebut Pemerintah Dinas Sosial tidak membuat 

lembaga khusus untuk menangani anak telantar, sedangkan penelitian 

yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini berlokasi di lembaga khusus 

penanganan balita telantar dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Timur.11 

2. Skripsi oleh Rany Gustya Ningsih NIM 173216054 UIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2019. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Fungsi 

Keluarga Terhadap Anak Telantar oleh Pekerja Sosial di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo”. Penelitian 

lapangan ini memfokuskan pada pemenuhan peran atau fungsi keluarga 

yang diberikan oleh pekerja UPT PSAB kepada anak telantar yang 

berada di tempat tersebut selain itu penelitian ini berfokus pada 

efektivitas peran pengganti keluarga kepada balita telantar oleh pekerja 

                                                 
11 Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Telantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Pasal 

34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa).” (Skripsi - UIN 

Alauddin,  Makasar, 2017) 
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sosial di tempat tersebut sedangkan peneliti lebih mengarah pada 

penggalian analisis yuridis pada upaya penanganan yang dilakukan.12 

3. Skripsi oleh Whinda Wikansari NIM E1106190 Universitas Sebelas 

Maret Surakarta pada tahun 2010. Skripsi dengan judul “Implementasi 

Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Telantar 

Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002”. Penelitian empiris ini 

membahas tentang pelaksanaan pekerjaan sosial Dinas Sosial setelah 

berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menangani 

problematika anak telantar di kabupaten Pacitan serta mengupayakan 

solusinya. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memiliki banyak program 

untuk membantu anak-anak telantar. Namun disamping itu Dinas Sosial 

juga mempunyai beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya 

keefektifan dalam penanganan anak telantar dan kurangnya fasilitas yang 

memadai. Dalam penelitian ini Dinas Sosial tidak mempunyai unit 

khusus penanganan anak atau bayi telantar sebagaimana subjek 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.13   

4. Skripsi oleh Noorkamilah NIM 09250003 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi dengan judul “Pelayanan Sosial 

untuk Balita Telantar di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y”. 

Penelitian lapangan ini membahas tentang pelayanan terhadap balita 

                                                 
12 Rani Gustya Ningsih, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Telantar oleh 

Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo” (Skripsi – UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2019) 
13 Whinda Wikansari, “Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam 

Menangani Anak Telantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002.” (Skripsi—

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010). 
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telantar yang ada di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y, 

pelayanan yang dilakukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan balita dan pelayanan pengangkatan anak. Namun terdapat 

faktor penghambat efektivitas pelayanan yang ada di Panti Yayasan 

Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I.Y dan kurangnya pendanaan. Disini terdapat 

perbedaan dalam objek maupun subjek dengan penelitian yang dikaji 

peneliti, namun terdapat persamaan yakni membahas tentang pelayanan 

dan penanganan terhadap bayi atau balita telantar. Namun dalam 

penelitian ini objek lebih difokuskan kepada balita.14   

       Dari beberapa kajian di atas, bisa disimpulkan bahwasannya 

perbedaannya terletak pada subjeknya, keempat kajian itu lebih 

mengarah pada anak (berumur 5 tahun keatas dan sudah masuk ke fase 

kelompok anak pra-sekolah atau usia sekolah) sedangkan yang menjadi 

fokus subjek penelitian ini adalah balita (berumur 1-5 tahun), Selain itu 

subjek penelitian ini dengan penelitian diatas juga berbeda, penelitian ini 

mengambil penelitian dengan pendekatan studi analisis yuridis, yang 

dimana sebuah penelitian akan disimpulkan kemudian dianalisis dari 

sudut kacamata yuridis (hukum positif) yang diterapkan di Indonesia 

yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23. Sedangkan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengacu pada 

                                                 
14 Noorkamilah, “Pelayanan Sosial untuk Balita Telantar di Panti Yayasan Sayap Ibu (YSI)    

Cabang D.I.Y.” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).  
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Field Research dan orientasinya mengarah pada upaya penanganan 

terhadap balita telantar. 

E. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk:    

1. Mengetahui implementasi penanganan balita telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.   

2. Mengetahui secara mendalam analisis yurudis terhadap penanganan 

terhadap balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo.  

 F. Kegunaan Hasil Penelitian   

       Hasil penelitian ini menurut peneliti memiliki kegunaan baik untuk 

akademisi maupun non akademisi yang diklasifikasikan menjadi dua aspek, 

yaitu:  

1. Aspek Teoritis   

       Dari penelitian ini peneliti mengharap agar dapat bermanfaat 

menjadi penunjang wawasan dan penambah wawasan baik bagi penulis 

maupun untuk semua kalangan, khususnya mahasiswa fakultas Syari’ah 

dan Hukum dalam bidang perlindungan terhadap anak telantar yang pada 

dasarnya juga mempunyai hak seperti anak pada umumnya.   

2. Aspek Praktis   

       Penelitisn ini mampu menjadi pemahaman agar publik khususnya 

orang tua dapat menyadari tentang pentingnya melindungi dan menjaga 
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serta memikirkan masa depan anak kelak agar suatu saat tidak terjadi 

pelanggaran hak seperti pembuangan atau penelantaran anak.   

G. Definisi Operasional   

       Agar pemahaman dalam judul yang diangkat penelitian ini jelas 

dan tidak mengalami kekeliruan makna istilah, maka penulis akan 

memberikan uraian definisi operasional sebagai berikut, yaitu :   

1. Analisis Yuridis : Suatu tindakan yang dilakukan dengan cara 

memeriksa serta membagi elemen dalam sebuah persoalan agar 

diselidiki dan diteliti lebih lanjut kemudian merelevansikan 

menggunakan sudut hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang 

sedang diterapkan sebagai solusi dalam persoalan penelitian.15 

Penelitian yang dikaji oleh peneliti ini akan dianalisis menggunakan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Penanganan: Menurut K.B.B.I penanganan adalah sebuah perilaku 

sewaktu melakukan sesuatu atau juga bisa diartikan dengan proses, 

cara, maupun perbuatan dalam menangani sesuatu yang sedang 

dialami.16 Objek dalam riset ini adalah penanganan oleh Pemerintah 

Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita 

                                                 
15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83. 
16 Kemendikbud, “KBBI Daring”, dalam https://kbbi.kemendikbud.co.id/entri/penanganan, 

diakses pada 15 Oktober 2020. 

https://kbbi.kemendikbud.co.id/entri/penanganan
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Sidoarjo kepada bayi telantar kemudian dianalisa menggunakan studi 

analisis yuridis atau hukum positif.   

3. Balita Telantar: Menurut UU No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang 

perlindungan anak yang dimaksud dengan anak telantar ialah anak yang 

diabaikan orang tuanya akibat tidak bisa melaksanakan melalaikan 

kewajiban hingga menyebabkan kebutuhan (psikis, fisik, ekonomi, dan 

spiritual) tidak tersalurkan dengan maksimal. Sedangkan balita telantar 

yaitu anak berumur 5 tahun kebawah yanng diabaikan oleh orang 

tuanya karena sebab-sebab tertentu.   

4. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo: 

Sebuah lembaga di bawah asuhan Dinas Sosial yang didirikan pada 25 

Agustus 2009 dan terletak di Jl. Moginsidi No. 25 Sidoarjo dan 

berfungsi sebagai tempat pelayanan sekaligus tempat tinggal sementara 

untuk bayi dan balita telantar yang berusia 0-5 tahun, disamping itu 

tempat ini juga menjadi tempat adopsi.   

H. Metode Penelitian   

       Metode penelitian ialah strategi yang menjadi pedoman sewaktu 

proses riset dalam menemukan atau menggali informasi yang diteliti 

dalam rangka menjawab atau membuktikan dari asumsi yang 

dikemukakan.17 Sedangkan penelitian lapangan adalah riset yang 

berlangsung dengan berkecimpung langsung di lokasi subjek penelitian 

                                                 
17 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (UNPAM PRESS  : Tangerang Selatan, 2018), 197    
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serta berhadapan langsung dengan responden. Penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan metode observasi yang lokasinya tak lain adalah 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.   

Penelitian ini menggunakan metode:  

1. Sumber Data   

       Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian yang 

didapatkan oleh peneliti.18 Penelitian lapangan adalah jenis dari 

penelitian ini, jadi sumber data yang diperoleh ada 2 sumber data, 

yakni sumber data primer serta sumber data sekunder:   

a. Sumber Data Primer 

       Sumber ini berupa informasi yang didapat peneliti dari objek 

penelitian secara langsung. Maka sumber data yang didapat adalah 

tempat penelitian yakni di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo atau pengasuh, perawat serta para 

staff di tempat tersebut. Jadi data yang didapatkan melalui 

wawancara dengan narasumber yang mengetahui informasi 

berkaitan dengan masalah penelitian.   

b. Sumber Data Sekunder 

       Sumber yang didapat periset bukan langsung dari objek 

penelitian, melainkan lewat sarana lain (lisan dan tulisan) seperti 

                                                 
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, t.t.), 35. 
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Undang-Undang, buku, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang 

sekiranya relevan dengan penelitian antara lain yaitu:19 

1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak.   

2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan 

Kesejahteraan Sosial.   

3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak.   

4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Tentang Hak 

mendapatkan pendidikan. 

5) Peraturan Menteri Sosial No.30 Tahun 2011 Tentang Standar 

Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). 

6) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

7) SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur No. 

460/33/102.005/2010 tentang menunjuk dan memberikan izin 

UPT PPSAB Sidoarjo menyelenggarakan pengangkatan anak 

WNI wilayah Jawa Timur. 

8) Enty Lafina Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya.   

9) Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. 

                                                 
19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2007), 98. 
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10) Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak.  

11) Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

      Dalam memperoleh informasi, riset ini menggunakan teknik : 

a. Observasi yakni teknik yang dilakukan melalui pengamatan dengan 

pencatatan yang sistematis terhadap problematika atau gejala-gejala 

yang diteliti.20 Disini peneliti berkecimpung langsung dan turut serta 

sewaktu aktivitas harian di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo bersama para bayi atau balita maupun para 

pekerja yang ada di lokasi tersebut.   

b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah 

wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa 

pekerja atau pegawai di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo yang bermaksud mengumpulkan data dan 

informasi terkait penelitian.  

c. Teknik dokumentasi ialah metode pengambilan data yang diambil 

melalui dokumen-dokumen yang sudah ada.21 Pada riset ini, periset 

memanfaatkan data dari beberapa sumber tulisan seperti bahan 

pustaka, buku, artikel, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang 

bertujuan untuk memperoleh jawaban permasalahan.22 

                                                 
20 Usman et al., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 54. 
21 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 

2020), 25. 
22 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sejarah dan Hukum (Jakarta: Granit, 2014), 61. 
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3. Teknik Pengolahan Data   

       Teknik pengolahan data merupakan informasi yang diperoleh 

melalui studi lapangan maupun literatur dengan mengunakan teknik 

tertentu seperti:23 

1) Teknik Editing  yakni meneliti kembali informasi yang didapat 

secara keseluruhan dengan menentukan serta menelaah 

informasi dari pelbagai aspek kemudian menyelaraskan data 

satu sama lain, terkait otentisitas, kegamblangan, dan relevansi 

dengan penelitiannya.24   

2) Teknik Organizing yaitu mengatur dan menyusun informasi 

yang didapat melalui riset dengan sedemikian rupa secara 

terperinci dalam rangka penyusunan laporan penelitian.   

3) Teknik Analizing merupakan teknik dengan menganalisis objek 

permasalahan penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan 

analisis mengenai penanganan terhadap balita telantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.   

4. Teknik Analisis Data 

       Setelah data penelitian diperoleh dan sudah terkumpul dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian melaksanakan 

analisis data. Teknik analisis data ialah serangkaian prosedur guna 

                                                 
23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 231. 
24 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

153. 
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menyusun rangkaian data, mengaturnya dalam suatu model, bagian, 

serta kesatuan eksplanasi data.25 

       Setelah data penelitian diperoleh dan sudah terkumpul dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian melaksanakan 

analisis data. Teknik analisis data ialah serangkaian prosedur guna 

menyusun rangkaian data, mengaturnya dalam suatu model, bagian, 

serta kesatuan eksplanasi data. Pada penelitian kualitatif ini 

menggunakan teknik deskriptif-analitis yaitu menganalisa suatu topik 

dengan menggambarkan data berdasarkan faktanya, sesuai dengan 

judul penelitian ini jadi data tersebut adalah data yang terkait dengan 

penanganan balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo yang akan dianalisa memakai perspektif hukum 

positif atau analisis yuridis.26   

       Pola pikir deduktif menjadi pilihan dalam skema penelitian ini, 

yakni pola berpikir berasal dari variabel yang sifatnya umum. Teori 

yang dipergunakan adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak untuk menganalisa variabel yang bersifat khusus 

yakni penanganan terhadap bayi telantar di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. 

                                                 
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 248. 
26 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63. 
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I. Sistematika Pembahasan   

       Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan kepada pembaca agar lebih gamblang dalam mencerna isi 

dari penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penanganan 

Balita Telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo” serta memberikan kemudahan dalam kepenulisan. 

Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain yaitu:   

       Bab Pertama, Pendahuluan; memuat Latar Belakang; Identifikasi 

Masalah dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; 

Tujuan Penelitian; Kegunaan Hasil Penelitian; Definisi Operasional; 

Metode Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.   

       Bab Kedua, memuat Landasan Teori yang menjelaskan mengenai 

pengertian balita terlantar dan ciri-cirinya, hukum perlindungan anak 

perspektif hukum islam, hukum perlindungan dan hak-hak anak dalam 

perspektif yuridis atau hukum positif yakni Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan 

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.   

       Bab Ketiga, bab yang membahas tentang Implementasi 

Penanganan Terhadap Bayi Telantar di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Tentang aktivitas, 

pelayanan, fasilitas, serta efektivitas upaya penanganan tersebut 
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terhadap kasus penanganan balita telantar yang ada dibawah naungan 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tersebut.   

       Bab Keempat, bab tersebut memberikan paparan tentang Analisis 

Yuridis Terhadap Penanganan Balita Telantar di UPT Perlindungan 

dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dibawah naungan Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Timur yang meliputi analisis yuridis terhadap 

penanganan balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo dalam perspektif  Undang-Undang No.35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

       Bab Kelima, bab yang berisi penutup beserta kesimpulan dan 

saran. Serta terdapat daftar pustaka yang dilengkapi juga dengan 

berbagai lampiran.
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BAB II 

PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF 

 

A. Pengertian dan Ciri-Ciri Balita Telantar 

       Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang 

perlindungan anak yang dimaksud dengan anak telantar ialah anak dengan 

sebab tertentu orang tuanya tidak bisa menjalankan atau melalaikan 

kewajiban yang menyebabkan kebutuhan fisik, psikis, spiritual, mental serta 

ekonomi kurang. Sedangkan balita telantar adalah seorang anak yang 

ditelantarkan oleh orang tuanya pada saat ia berumur dibawah 5 (lima) tahun 

karena sebab-sebab tertentu. Anak atau balita telantar tidak berbeda dengan 

anak biasanya yang pada fase tersebut sangat membutuhkan kasih sayang 

serta perlindungan dari keluarga terutama orang tuanya. 

Ciri-ciri balita telantar yakni sebagai berikut : 

1. Perempuan maupun laki-laki yang berumur dibawah 5 ( lima ) tahun. 

2. Anak yang berstatus yatim piatu, maupun yang masih memiliki orang 

tua. 

3. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. 

4. Terdapat masalah dalam kepengasuhan. 
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5. Anak yang terlahir dari hasil hubungan pra-nikah, pemerkosaan, atau 

faktor-faktor lain serta tidak adanya orang yang bertanggung jawab 

untuk mengurusnya.1 

B. Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Pengertian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 

       Islam termasuk agama yang bersifat universal atau berlaku bagi 

segenap manusia sepanjang masa di seluruh dunia.2 Jadi perlindungan serta 

kasih sayang Islam menaungi semua manusia tak terkecuali kepada anak-

anak sekalipun. Anak merupakan tanggung jawab yang dititipkan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala pada oang tua dan  didalamnya Allah berikan tanda 

cinta dan kasih sayang kepada anak melalui orang tuanya. Selain itu anak 

termasuk kepercayaan yang hendaklah dijaga serta dipelihara dengan 

optimal. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, 

pemeliharaan, serta bimbingan yang memang sudah sepantasnya selaku 

kewenangannya. Dan orang tua pun memiliki kewajiban untuk memberikan 

atau memenuhi hak anak yang bertujuan supaya anak mampu tumbuh dan 

berkembang dengan baik sesuai dengan nilai-nilai islam.3 

         Kasus kejahatan serta pengingkaran hak anak yang menyebabkan 

haknya dikurangi bahkan dihalangi sepenuhnya oleh orang-orang yang 

                                                 
1 Irwan Sandi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial 

Provinsi Sulawesi Tengah” Jurnal Universitas Tadulako, Vol. 04 No. 5 (2016). 
2 Agus Miswanto, Seri Studi Islam: Agama, Keyakinan, dan Etika (Magelang: Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), 

31. 
3 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam (Jakarta: KPAI, 2007), 15. 
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bahkan terkadang berasal dari lingkungan sekitarnya, tak terkecuali 

keluarga bahkan orang tua nya sendiri. Masyarakat kurang memberikan 

respon perhatian terhadap hal semacam ini karena kasus-kasus tersebut 

diakibatkan terlalu sering memposisikan problem seperti itu menjadi 

permasalahan domestik keluarga.4 Sebagai seorang anak tentunya tidak bisa 

memberikan keputusan atas persoalan yang berlangsung sebab masih belum 

memiliki kekuasaan untuk menyuarakan jawaban atas persoalan yang 

terjadi menyangkut dirinya.  

        Seorang anak dapat menjadi sebuah ujian untuk kedua orang tua 

apabila tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, melindungi, 

mendidik dan merawatnya dengan baik. Bahkan anak juga dapat 

dikategorikan sebagai fitnah sebab akibat keburukannya yang menimbulkan 

fitnah pula terhadap orang tuanya terlebih jika tidak didasarkan pada iman 

dan ketaqwaan. Sebagai orangtua tentu hendaknya mendidik dan merawat 

anak dengan baik supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang 

membahayakan dan merugikannya dan orang tuanya.5 

       Perlindungan anak perlu ditegakkan agar anak mendapatkan haknya 

sehingga dapat tersalurkan dengan sewajarnya dan seharusnya. Sebab anak 

adalah generasi masa depan yang perlu dijaga dan diperhatikan. Karena 

masa depan bangsa dan agama terletak padanya suatu kelak. Agar dapat 

menjadi manusia yang baik maka yang diberikan semasa kecilnya adalah 

                                                 
4 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 

19. 
5 Toni Pransiska, Kado Istimewa Untuk Anakku (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 5. 
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pemberian dan contoh hal-hal baik yang mendukungnya menjadi manusia 

yang baik kedepannya. 

2. Hak – hak anak dalam perspektif hukum Islam 

       Hak ialah suatu pemberian yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir 

dan berlaku seumur hidup yang bersifat mutlak. Dalam islam terdapat hak-

hak yang diberikan kepada manusia sebagai kebebasan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Termasuk hak-hak anak dalam perspektif islam dengan 

tujuan melindungi hak anak supaya terpenuhi semua kebutuhannya 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mengikuti prinsip 

agama Islam. Berikut hak-hak anak dalam perspektif Islam: 

1) Hak hidup dan tumbuh berkembang 

       Melindungi jiwa atau Khifd an-nafs merupakan kewajiban manusia 

yang diperintahkan oleh islam karena agama islam sangat menjunjung 

tinggi hak hidup. Dalam al-Quran pun menyebutkan adanya halangan 

tentang menghilangkan nyawa seseorang. Termasuk melakukan 

perbuatan yang menyebabkan anak sendiri terbunuh yang dilakukan 

karena sebab-sebab tertentu. Termasuk menelantarkan anak yang 

menyebabkan anak kehilangan nyawanya bahkan ditangan orang tuanya 

sendiri. Sebab dalam islam terdapat prinsip yang membimbing 

bahwasannya memelihara keberlangsungan hidup serta perkembangan 

anak termasuk sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila 

melalaikan atau meremehkan prinsip tersebut maka dianggap dosa 
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besar.6  Adapun ayat yang menegaskan tentang hal tersebut yaitu QS. al-

Isra: 31 sebagai berikut : 

كُمْۚ  إِنَّ قَ ت ْ وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلََقٍ ۖ نَْ  لَهُمْ كَانَ خِطْئ ا كَبِير انُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِياَّ  
Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada 

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh 

mereka adalah suatu dosa yang besar.7 

       Firman di atas menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa 

Ta’ala memberi kewajiban bagi setiap orang tua agar menjaga dan 

melindungi anaknya walau masih berada dalam alam rahim sekalipun. 

Kasih sayang Allah begitu banyak bentuknya salah satunya yaitu 

diberinya keturunan berupa seorang anak maka orang tua tidak boleh 

menyia-nyiakan anugerah yang tak semua orang bisa mendapatkannya. 

Allah SWT sangat membenci orang yang tega menelantarkan anaknya 

apalagi sampai membunuh anak kandung yang telah dilahirkannya, 

sebab anak adalah manifestasi kasih sayang Tuhan kepada Hamba-Nya 

yang wajib dijaga dan dilindunginya supaya anak dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai fitrahnya. Hak hidup tersebut tidak diawali ketika 

sang anak dilahirkan namun sejak ia menjadi janin, jadi Islam melarang 

individu bertindak semena-mena tanpa kejelasan sebab yang tertera 

dalam agama termasuk pengguguran. Atau menelantarkan anak ketika ia 

telah lahir karena sebab-sebab tertentu akibat orang tuanya. Agar kelak 

                                                 
6 HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol.1 No.1 (2014)  
7 Q. S. al-Isra: 31. 
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anak mampu tumbuh menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, agama, 

maupun negaranya. Sehingga tidak ada kata sia-sia telah merawat dan 

membesarkannya. 

2) Hak Memperoleh Perlindungan dan Pengasuhan 

       Perlindungan dan pengasuhan anak sejatinya merupakan 

tanggungjawab orang tua yang harus dipenuhi untuk anaknya seperti  

kebutuhan pendidikan, finansial, serta seluruh kebutuhan pokok si anak. 

Kedua orang tua dapat saling membantu dalam memenuhi hak atau 

kebutuhan anak tersebut sebagai keseimbangan dari peran menjadi orang 

tua dalam memenuhi nafkah berupa pemeliharaan yang layak untuk 

anak.8 Tidak hanya dalam segi kebutuhan ekonomi namun juga dalam 

segi spiritual karena bagaimana anak nantinya adalah hasil dari didikan 

orang tuanya semasa waktu kecilnya. Allah SWT mengingatkan manusia 

agar menjaga dan melindungi keluarganya dari perbuatan tercela terlebih 

dari panasnya api neraka layaknya tertuang dalam QS. Al-Tahrim (66) 

Ayat 6 yakni sebagai berikut: 

هَا لِيكُمْ نََر ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْ يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْ فُسَكُمْ وَأَهْ  جَارةَُ عَلَي ْ
مَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونأَ شِدَادٌ لََ يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا مَلََئِكَةٌ غِلََظٌ   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

                                                 
8 Ahmad Rofiq, Hukum Perdana Islam di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2015), 189. 
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan.”9 

       Firman Allah tersebut menerangkan bahwasannya orang tua 

berkewajiban melindungi serta mengasuh anak dengan optimal, jadi 

anak memiliki hak agar dilindungi serta dijaga secara layak oleh orang 

tuanya serta keluarganya. Serta kepengasuhan kepada anak oleh orang 

tuanya atau seseorang sebagai wali hukum si anak harus dapat 

mencukupi kebutuhan anak dengan layak dan sewajarnya anak 

dapatkan. Selain hal-hal tersebut perlindungan dari hal-hal yang dapat 

membahayakan anak juga diwajibkan oleh semua orang khususnya 

orang tua dan keluarganya. Karena tindak kejahatan seperti yang kita 

ketahui tidak hanya datang dari luar namun terkadang berasal dari 

orang-orang terdekatnya bahkan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, 

mereka berkewajiban memberikan perlindungan serta pengasuhan anak 

dengan baik supaya hak-hak nya dapat terpenuhi sehingga mampu maju 

dengan baik dari segi fisik, moral, maupun spiritual. 

3) Hak Ekonomi Sosial 

       Islam merupakan agama yang mengayomi dan melindungi 

umatnya, tak terkecuali bagi anak-anak sekalipun yang mutlak 

dilindungi dan ditegakkan hak-hak nya sebagai seorang anak. Sebagai 

orang tua tentu memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, 

perawatan, serta kepengasuhan dengan baik dan layak. Kebutuhan 

                                                 
9 Q. S. al-Tahrim: 6. 
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pokok anak ialah bentuk pertanggungjawaban orang tua berupa 

sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Serta memberikan mereka 

lingkungan yang positif agar dapat memberikan dampak baik terhadap 

tumbuh kembangnya.  

       Dalam memberikan kebutuhan serta hak-hak anak dibutuhkan 

keselerasan dan saling membagi peran oleh orang tua agar kebutuhan 

dapat dipenuhi dengan baik dan seimbang. Dalam hal kebutuhan 

sandang dan pangan setiap anak ada di tanggung jawab serta tugas ayah 

sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, namun tidak menutup 

kemungkinan seorang ibu juga membantu dan bekerjasama dengan 

ayah dalam hal membimbing serta membesarkan anak. Selayaknya 

yang terdapat dalam QS. Al - Baqarah: 233 berikut ini: 

لْمَعْرُوفِ ۚ بِ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ وَعَلَى   
Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara ma'ruf.10 

  

       Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa dalam hak ekonomi 

seperti sandang pangan adalah tugas sekaligus tanggung jawab seorang 

ayah yang bertujuan untuk memberikan hak dan kebutuhan bagi anak 

sehingga hak dan kebutuhannya dapat tercukupi dan layak. Islam tentu 

sangat memuliakan semua umat-Nya termasuk kepada anak-anak 

sekalipun. Anak-anak diberikan hak untuk dipenuhi kebutuhannya, 

                                                 
10 Q. S. al-Baqarah: 233. 
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agar mampu bertumbuh sewajarnya dan optimal layaknya apa yang 

islam ajarkan. Anak merupakan sebuah amanah serta kewajiban orang 

tua, apabila mereka dapat menjaga dan melindungi titipan Allah SWT 

sebaik-baiknya maka akan dibalas dengan ganjaran, namun apabila 

amanah tersebut diabaikan apalagi ditelantarkan maka Allah SWT akan 

memberikan balasan pula. 

       Pemeliharaan anak berarti juga pemenuhan kebutuhan oleh orang 

yang secara agama maupun hukum bertanggung jawab atas anak 

tersebut seperti memberikan pelayanan, pengawasan, serta 

perlindungan terhadap anak yang membutuhkan hal-hal tersebut 

sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya secara mandiri. 

4) Hak mendapatkan nama yang baik 

       Sebuah nama tentu mengandung sebuah doa didalamnya, maka 

sudah menjadi suatu keharusan bagi orang tua atau orang yang 

mengasuhnya untuk memberi nama kepada seorang anak. Nama yang 

diberikan harus memiliki arti dan makana yang baik sebab nama bukan 

hanya sebuah simbol namun juga terdapat doa dan harapan didalamnya. 

Nama juga tidak hanya berlaku didunia saja namun sampai hari akhir 

nanti, karena manusia akan dipanggil sesuai dengan nama saat berada 

di dunia. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang bersabda: 

الْقِيَامَةِ بَِِسَْْائِكُمْ وَأَسْْاَءِ آبَئِكُمْ فأََحْسِنُوا أَسْْاَءكَُمْ نَّكُمْ تدُْعَوْنَ يَ وْمَ إ  
Artinya : “Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat nanti 

dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, 

maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud). 
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       Hadis tersebut menyatakan bahwa di hari kiamat nanti manusia 

akan dipanggil untuk diminta pertanggung jawaban amalnya selama 

didunia dengan namanya dan nama ayahnya, maka Nabi SAW 

menyuruh umatnya untuk memberikan nama yang baik untuk 

anaknya, yang mengandung makna danhrapan pula didalamnya. 

Sebab Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah mendapati sebagian 

sahabat yang menamai anaknya kurang sesuai dengan Islam, Nabi pun 

mengubahnya dengan asma yang terpuji dan makna yang baik.11 

5) Hak diperlakukan secara adil 

       Semua manusia berhak memperoleh keadilan, termasuk anak-

anak sekalipun. Seorang berhak mendapatkan keadilan dalam 

hidupnya terutama dari orang tuanya dalam aspek materi maupun 

nonmateri. Namun tidak semua anak mendapatkan keadilan dari orang 

tua mereka. Anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya secara tidak 

langsung anak tersebut tidak mendapatkan keadilan dari orang tuanya, 

bahwa sebenarnya anak tersebut berhak menpatkan hak nya seperti 

anak-anak pada umumnya. Jadi anak tersebut merasa hidupnya 

diperlakukan tidak adil seperti anak-anak lainnya yang mendapatkan 

perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya. 

       Maka dalam hal ini, negara bertanggung jawab dalam upaya 

melakukan penanganan terhadap bayi atau anak yang ditelantarkan 

                                                 
11 Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Amissco, 

2000), 64. 
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orang tuanya agar anak-anak tersebut dapat tetap memperoleh hak-

hak nya yang seharusnya didapatkan dari orang tua atau keluarganya 

dan supaya negara dapat memberikan keadilan yang merata untuk 

semua anak agar mendapatkan hak-haknya dalam proses 

tumbuhkembangnya supaya menjadi anak yang baik dalam segi fisik, 

mental, maupun moral. Sebagaimana dalil yang terdapat dalam Surah 

An-nahl ayat 90 : 

حْسَانِ وَإِ  َ يََْمُرُ بِلْعَدْلِ وَالِْْ هَىَٰ عَنِ الْفَ إِنَّ اللََّّ حْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يتَاءِ ذِي الْقُرْبَََٰ وَيَ ن ْ
 وَالْبَ غْيِۚ  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran. (QS. An-nahl : 90)12 

       Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk 

mempunyai sikap adil dalam melakukan sesuatu serta  

mempertimbangkan baik buruknya ketika melakukan sesuatu. Karena 

ditakutkannya bahwa ketika seseorang melakukan katidakadilan 

tersebut bisa berdampak membahayakan orang lain atau 

menyebabkan seseorang tersebut berbuat dzolim kepada seseorang 

lainnya. Maka ayat tersebut mengingatkan kepada manusia agar 

senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi ketidakadilan yang 

bermuara pada perbuatan buruk.  

                                                 
12 Q. S. an-Nahl: 90. 
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C. Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif 

       Kesetaraan derajat adalah prinsip-prinsip terhadap kedudukan yang 

telah merekat serta kesamaan hak yang dimiliki oleh setiap manusia 

termasuk fondasi dari keadilan, kebebasan, serta rekonsiliasi yang tidak 

dapat dicabut oleh siapapun. Dalam sebuah masyarakat, manusia terdiri 

dari sejumlah keluarga, keluarga merupakan kelompok inti dari 

masyarakat juga sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan 

kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, khususnya untuk anak-anak. 

Sudah seharusnya anak-anak diberikan perlindungan, perawatan, dan 

pemberian nafkah termasuk perlindungan terhadap undang-undang 

serta perlindungan yang dibutuhkan agar keluarga dapat melaksanakan 

kewajibannya.13 Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih 

memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan termasuk 

landasan yuridis untuk pelaksaan komitmen keluarga, masyakarat, 

bangsa, serta negara.14 

       Perlindungan anak merupakan aktivitas yang bertujuan 

memberikan hak perlindungan bagi anak supaya mampu bertahan hidup 

dengan baik. Selain itu, agar anak memperoleh keamanan dari segala 

bentuk kekerasan serta perlakuan diskriminasi.15 Upaya perlindungan 

                                                 
13 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Hukum Perlindungan Anak, Hak 

Perlindungan dan Perawatan Anak Dari Orang Tua Adalah Hak Alimentasi (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1999), 111. 
14 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Laksbang 

Grafika, 2012), 2. 
15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2. 
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anak harus berlangsung objektif, tanggung jawab, serta komitmen 

sebagai upaya pengoptimalan sebagai upaya perlindungan anak.16 

       Tujuan dalam memberikan perlindungan hukum serta hak anak 

ialah sebuah upaya rancangan agar anak-anak Indonesia terlindungi. 

Supaya hak anak dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab dan 

sistematis maka dibutuhkan aturan hukum yang sejalan dengan 

perubahan masyarakat Indonesia, tak lupa berpegang pada Pancasila 

serta UUD’45. Dalam pasal 34 menjelaskan, “Fakir miskin dan anak-

anak telantar dipelihara oleh pemerintah.” Maka pernyataan tersebut 

secara langsung merupakan bentuk partisipasi dan antusias yang nyata 

dari Pemerintah terhadap perlindungan anak. Adapun upaya dalam 

melindungi anak sebenarnya telah dicanangkan semenjak dahulu, baik 

berupa peraturan verbal ataupun non-verbal, baik dilaksanakan oleh 

Organisasi Sosial maupun Pemerintah.17 

1. Hukum Perlindungan Anak perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak 

       Sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

(UUPA) tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia 

menjamin kesejahteraan tiap-tiap negaranya, termasuk perlindungan 

terhadap anak-anak yang tidak lain merupakan hak asasi manusia. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

                                                 
16 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung: Refika Aditama, 

2009), 33. 
17 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2006), 68. 
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pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus 

demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut wajib 

berkesinambungan serta terstruktur untuk memberikan jaminan dalam 

pertumbuhan serta perkembangan anak. Langkah tersebut ditujukan 

dalam tercapainya tujuan dalam memberikan kehidupan yang layak 

bagi anak Indonesia sebagai asset bangsa di masa depan. 

       Usaha dalam memberikan perlindungan kepada anak harus 

diwujudkan sesegera mungkin, yakni semenjak masih janin samapai 

anak berumur 18 tahun. Supaya rancangan perlindungan anak dapat 

setimbang serta ekstensif maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 memberlakukan kewajiban sesuai asas: 

a) Asas non-Diskriminasi 

       Asas non-diskriminasi merupakan prinsip yang menyamaratakan 

anak, tidak terpacu pada perbedaan sosial, finansial, ras, jenis kelamin, 

budaya, dan lainnya yang mampu menjadi pembeda dalam memenuhi 

dan melindungi hak anak. 

b) Asas kepentingan terbaik untuk anak 

       Asas kepentingan terbaik untuk anak yaitu prinsip yang 

menegaskan bahwasannya melalui segala perlakuan yang 

berhubungan dengan anak yang dilakukan oleh masyarakat, 

organisasi, maupun pemerintah perimbangan utamanya adalah untuk 

kepentingan terbaik bagi anak semata. 
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c) Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh 

berkembang 

       Asas yang berdasar pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

dan tumbuh berkembang ialah prinsip yang menegaskan bahwasannya 

anak memiliki hak agar bisa hidup sengan tentram, aman, bahagia, 

damai, sejaahtera fisik maupun psikis; hak atas tumbuh kembangnya 

dengan semestinya; hak dalam mewujudkan standarisasi kehidupan 

yang memadai dalam rangka perkembangan psikis, fisik, moral, 

sosial, maupun spiritual anak wajib dicukupi oleh pihak yang 

berwenang. 

         Pembentukan UU mengenai perlindungan anak 

bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dari kekejaman 

fisik, psikis, seksual, sosial, penelataran, eksploitasi, dan segala 

tindak kejahatan sehingga anak mampu hidup dengan aman tanpa 

mendapat gangguan yang tidak diharapkan.18 

       Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak 

(UUPA) yang berbunyi  

“Apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk 

mengasuh, mememelihara, mendidik, melindungi anak, dan 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya maka dapat dilakukan tindakan 

pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.”   

                                                 
18 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak, 23. 
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Apabila orang tua sudah tiada atau tidak bisa diketahui 

keberadaannya, atau karena alasan tertentu tidak mampu melakukan 

tugasnya yang dimaksud dalam ayat (1) yakni bisa dialihkan ke 

keluarganya sesuai dengan aturan UU pasal 26 ayat (2) UUPA. 

Upaya pengendalian kepada orang tua atau pembatalan hak asuh 

sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 ayat (1) UUPA 

berdasarkan penetapan hukum. Agar memperoleh penetapan hukum 

yang diinginkan maka salah satu dari kedua orang tuanya, saudara 

sedarah, atau keluarga hingga tingkat ketiga dipersilahkan 

mengusulkan ke pengadilan. Apabila salah satu tidak melakukan 

perannya, pembatalan hak asuh orang tua bisa diajukam melalui 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Putusan 

hakim bisa dengan memberi kewenangan kepada ahli sebagai 

pengacara dalam kasus tersebut.19 

       Sebuah kondisi yang tidak memungkingkan atas tidak 

terlaksananya kewajiban orang tua kepada anaknya, sehingga upaya 

terbaik untuk anak agar tetap dapat memperoleh perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak nya maka tanggung jawab tersebut dialihkan 

lembaga yang berwenang atas kepengasuhan anak. Lembaga yang 

berhak melakukan kepengasuhan tersebut harus setara dengan porsi 

kelayakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Pada tahun 2011 

Pemerintah Dinas Sosial mempunyai upaya serta program dalam 

                                                 
19 Ibid., 26. 
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menangani adanya penelantaran bayi atau anak dengan 

mengesahkan sebuah peraturan yakni Peraturan Menteri Sosial 

No.30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak 

yang bertujuan agar memastikan bahwa lembaga kesejahteraan 

sosial anak yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlaksana  

sesuai standar ketetapan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan tempat pengasuhan dan menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak serta sebagai bentuk pengoptimalan  fungsi lembaga 

yang ada.20 

2. Hukum perlindungan anak perspektif  Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

Pada Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa, “Hak-hak atas 

kesejahteraan dalam kehidupan adalah anak berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, bimbingan, dan asuhan khusus agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Berdasarkan ayat di atas 

bahwa seorang anak kali pertama mendapatkan hak kesejahteraan 

hidupnya melalui keluarga si anak, yakni kedua orang tua.21 Karena 

anak berhak untuk dipelihara orangtuanya. Karena orangtuanyalah 

yang harusnya berkewajiban dalam tumbuh kembang anak. Anak 

                                                 
20 Peraturan Menteri Sosial, Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak No.30 Tahun 

2011 
21 Ulya Sofiana, “Komparasi Hukum Islam Dengan UU Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak.” IAI Mataram, Vol 12. No.1 (Januari, 2017), 53. 
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dan orang tua juga memiliki ikatan batin yang tak bisa digantikan 

dengan apapun.22 

       Keluarga merupakan tempat pertama anak dapat tumbuh dan 

mengenal lingkungannya, maka seharusnya dari lingkungan tersebut 

anak dapat mendapat pengasuhan dan perawatan dengan baik dan 

layak agar dapat hidup dan tumbuh dengan baik dan sewajaranya. 

Serta mendapatkan pendidikan apabila sudah mencapai usia waktu 

belajar, sebab dari aspek pendidikan tersebut akan membentuk 

karakter anak dan tingkat pengetahuan dalam berfikir nantinya. Jika 

dapat memperoleh pendidikan dengan baik dan anak dapat 

mengembangkan minat dan bakat dengan baik, maka peran dalam 

memberikan kesejahteraan pada anak dawat terwujud dengan 

semestinya. Sebab anak adalah generasi penerus bangsa, agama, dan 

negara suatu saat nantinya. Apabila anak dapat tumbuh dan 

berkembang dengan didampingi pengetahuan yang baik maka akan 

menghasilkan generasi yang berkualitas dan diharapkan dapat 

memimpin negara ini ke arah yang lebih berkualitas.23 

       Orang tua sangat mempunyai peranan yang besar dalam proses 

kehidupan anak dalam berbagai aspek, namun tidak semua orang tua 

sadar dan faham dengan pernyataan tersebut. Disamping itu 

pemerintah juga mempunyai upaya terhadap orang tua yang tidak 

                                                 
22 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 147. 
23 Ki Hajar Dewantara, Pendidikan (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962), 102. 
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melaksanakan kewajiban sebagaimana orang tua sewajarnya, 

dengan kata lain telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua dalam 

memberikan perlindungan, kesejahteraan dan perawatan anak yang 

secara tidak langsung dapat menghambat tumbuh kembang anak 

maka dapat mengakibatkan dicabutnya hak asuh atas anak dan 

dikenakan sanksi sebagaimana pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Disamping itu, juga bisa 

dikenakan sanksi kriminalitas yakni Undang-Undang No.23 Tahun 

2002 Pasal 77 tentang perlindungan anak yang berbunyi :  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan 

pelantaran terhadap yang akibatnya mengalami sakit atau 

menderita, baik fisik. Mental, atupun sosial. Dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.24 

 

3. Hukum perlindungan anak perspektif Undang-Undang Dasar 1945 

Tentang Kesejahteraan Sosial 

       Untuk mensejahterakan semua rakyatnya di semua  lapisan 

masyarakat, maka negara membentuk sebuah upaya perlindungan 

terhadap rakyatnya, salah satunya yaitu hukum perlindungan anak. 

Pemerintah telah diberikan tanggung jawab untuk mengurus anak 

telantar atau anak dengan alasan tertentu haknya tidak mampu 

dipenuhi orang tuanya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni bahwa 

                                                 
24 Ulya Sofiana, Komparasi Hukum Islam Dengan UU Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak..., 54. 
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“Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. 

Ayat yang tertera memberikan penjelasan bahwasanya negara 

mempunyai kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan sekaligus memelihara anak yang hak-hak nya telantar 

dalam rangka memperoleh pertahanan dan pemuasan hak nya sebagai 

seorang anak.25  

       Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengutarakan 

bahwasannya negara berkewajiban dalam memelihara fakir miskin 

dan anak-anak telantar. Fakir miskin dan anak-anak telantar dalam 

perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) 

bahwasannya pemerintah akan mengupayakan dalam menangani hal 

tersebut, seperti memberikan layanan sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial 

dalam rangka wujud tanggung jawab serta implementasi kewajiban 

negara dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak kebutuhan 

warga negara yang mempunyai keadaan masalah terhimpit ekonomi 

(miskin). Sedangkan untuk bayi atau anak telantar negara akan 

melindungi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Upaya 

negara dalam memelihara anak telantar mencakup beberapa aspek 

mulai dari kepengasuhan, keperawatan (memandikan, memberikan 

baju, dll), pendampingan, pendidikan serta upaya lain dalam 

                                                 
25Anna Syahra dan Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Tehadap Perlindungan 

Anak Telantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945”, Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1 (2018), 3.  
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memberikan pemeliharaan terhadap anak telantar yang bertujuan 

untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak. 

       Penelantaran adalah sebuah tindakan dengan melalaikan atau 

mengabaikan suatu pemenuhan kewajiban atas kebutuhan pokok 

seorang anak dalam mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Dalam 

penelantaran tersebut ada beberapa jenis aspek yakni, penelantaran 

fisik, penelantaran akademis anak, serta penelantaran psikis anak. 

Penelantaran terhadap seorang anak termasuk perbuatan yang 

dilaksanakan secara sengaja dan sadar, kebanyakan pelaku dari 

penelantaran bayi atau anak ialah orang tua atau keluarga anak 

tersebut yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 

bayi atau anak tersebut. Secara tidak langsung penelantaran anak 

mempunyai banyak akibat buruk pada anak, baik dalam 

perkembangan fisik, mental atau emosional, maupun intelektual anak 

yang menjadi terganggu. 

Penelantaran anak umumnya disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu yakni kondisi keluarga yang tidak dapat mumpuni dalam 

aspek ekonomi tetapi dalam hubungan sosial dalam keluarga masih 

normal dan berjalan dengan sewajarnya. Serta dapat juga disebabkan 

karena atas dasar kesengajaan, gangguan jiwa, dan ketidaktahuan 

orang tua dan keluarga, atau ketidaknormalan hubungan sosial dalam 

keluarga. Maka anak sangat mendambakan sebuah keamanan dalam 

mempertahankan keberlangsungan kehidupannya serta memperoleh 
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hak-hak nya sebagai anak agar tetap tumbuh dan berkembang dengan 

baik dan tidak ada hambatan dari aspek kebutuhan fisik, mental atau 

psikis, serta sosial anak yang menjadikan anak tersebut telantar.26 

       Dalam upaya pemeliharaan anak-anak telantar biasanya 

pemerintah mempunyai program-program tertentu yang bertujuan 

untuk merealisasikan rencana yang telah distruktur dalam 

memaksimalkan program-program upaya perlindungan anak dan 

pemeliharaan anak-anak telantar. Beberapa pemerintah mendirikan 

lembaga khusus untuk bayi dan anak-anak telantar yang ditangani 

langsung oleh pemerintah setempat agar dapat mengawasi jalannya 

program secara transparan. Lembaga tersebut juga dijadikan tempat 

tinggal sementara sekaligus tempat proses keberlangsungan 

kehidupan anak-anak telantar.  

       Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 tahun 2012 tentang 

pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial, 

anak balita telantar ialah anak berumur lima tahun ke bawah yang 

ditelantarkan orang tuanya atau diasuh oleh keluarga kurang mampu 

sehingga kekurangan dalam menyalurkan bimbingan, keamanan, 

pengasuhan, serta perawatan.  

                                                 
26 Eko Setyawan, et al., “Pengangkatan Anak Balita Telantar Pada Panti Pelayanan Sosial 

Anak”, Universitas Padjajaran Bandung , Vol.5 No. 01 (Januari – April, 2019). 
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       Kategori anak balita telantar menurut Peraturan Menteri Sosial, 

yakni:  

1. Telantar atau tidak memenuhi standard pengasuhan 

2. Kehilangan hak asuh dari orangtua atau keluarga 

3. Berasal dari keluarga sangat miskin atau kehidupan tidak layak 

4. Anak di bawah umur yang menerima kesalahan pengasuhan, 

terutama dalam perlakuan serta ditelantarkan oleh orang tuanya 

atau keluarganya 

5. Anak di bawah umur yang diekploitasi secara finansial, misalnya 

dipergunakan untuk mengemis. 

6. Anak di bawah umur yang mengidap kekurangan gizi.27 

       Peran pemerintah dibutuhkan guna mensinergikan, 

mengintegrasikan, serta menggandakan keseluruhan kekuatan dengan 

tujuan memberantas kesengsaraan serta menjamin masa depan 

generasi bangsa Indonesia. Kedudukan Pemerintah harus dapat 

mengerakkan seluruh elemen dan tingkatan yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kegiatan tersebut baik di tingkat kebijakan maupun 

pelaksana pemerintah atau non pemerintah.28  

       Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1998 Tentang 

Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 

                                                 
27 Eko Setyawan, et al., Pengangkatan Anak Balita Telantar Pada Panti Pelayanan Sosial 

Anak..., 10. 
28 Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Telantar Menurut 

Undang-Undang Tahun 1945”, Lex Administratum, Vol.1. No. 2 (Januari-Maret, 2013), 44. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 

 

 

 

Pasal 1 mengatakan bahwa “Anak yang mempunyai masalah adalah 

anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan telantar, anak 

telantar, anak tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan 

dan anak yang cacat”. Dalam usaha kesejahteraan anak ada beberapa 

kegiatan didalamnya seperti : usaha pengembangan, pembinaan, 

pencegahan, dan rehabilitasi. Premerintah dapat melakukan 

pengawasan, bantuan, bimbingan dan pengawasan kejahteraan anak 

dalam rangka memenuhi hak-hak nya serta melindungi kehidupan 

anak-anak.29 Selain itu pemerintah dapat melakukan upaya terhadap 

anak telantar dengan memberikan pengasuhan dan perawatan sebagai 

sarana selaku alternatif peran orang tua atau keluarga dengan tujuan 

supaya anak mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal.30 

       Prinsip-prinsip terkait perlindungan anak diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlindungan  

   Perlindungan diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

dicanangkan secara langsung ataupun tak langsung dalam rangka 

menjaga dan menjauhkan anak dari segala bentuk yang dapat 

membahayakan keselamatan anak baik secara fisik maupun 

psikisnya. 

2. Keberlangsungan hidup  

                                                 
29 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Cirebon, CV Mandar Maju, 2009), 10. 
30 Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Telantar Menurut 

Undang-Undang Tahun 1945..., 46.  
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   Keberlangsungan kehidupan anak dalam tumbuh dan berkembang 

merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh semua kalangan baik 

pemerintah, negara, maupun masyrakat. Supaya anak mampu 

berkembang secara baik dan memperoleh hak-hak nya sebagai anak 

dengan sewajarnya. 

3. Keadilan  

        Bahwa semua kegiatan yang diwujudkan untuk memberikan 

keamanan dan kecukupan hak anak adalah bentuk tanggung jawab 

negara yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang merata 

untuk semua lapisan masyarakat termasuk untuk anak-anak. 

4. Kepentingan terbaik untuk Anak 

Segala pertimbangan dan putusan yang diambil harus selalu 

mempertimbangkan dampak bagi anak serta selalu mengedepankan 

hal yang terbaik untuk anak dalam keberlangsungan kehidupan dan 

tumbuh berkembang anak. 

5. Nondiskriminasi 

Nondiskriminasi berarti tidak membedakan atau 

memberikan perlakuan yang sama terhadap yang berbeda dalam 

aspek suku, ras, maupun agama, jenis kelamin atau kondisi anak dari 

segi fisik maupun psikisnya. 

6. Proporsional 
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Proporsional yakni segala bentuk perlakuan terhadap 

seorang anak dengan cara memberikan takaran keperluan yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

       Upaya perlindungan anak yang diberikan kepada anak-anak 

telantar bertujuan untuk memberika jaminan bahwa akan tercukupinya 

hak anak supaya mampu berkembang secara wajar. Selain bertujuan 

keadilan yang merata, upaya perlindungan anak bertujuan agar anak 

memperoleh keamanan dari perbuatan berbau kekejaman maupun 

pengasingan, dan untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik. 

Disamping itu, hak hidup, keberlangsungan kehidupan, serta 

berkembang bahwasannya masing-masing anak memiliki hak agar 

tumbuh dengan bahagia, aman, damai, dan sejahtera secara lahir 

maupun batin, dan mendapatkan hak untuk terpenuhinya kebutuhan 

pokok agar dapat berkembang dengan baik serta hak tercapainya ukuran 

kelayakan kehidupan untuk tumbuh kembang fisik, psikis, maupun 

sosial anak yang wajib terpenuhi berdasarkan UU Perlindungan Anak 

mempunyai wewenang dan bertanggung jawab, yakni keluarga 

terutama orang tua, pemerintah, serta masyarakat.31

                                                 
31 Anna Syahra dan Mulati. Aspek Hukum Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak 

Telantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945..., 11. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PENANGANAN TERHADAP BALITA TELANTAR DI 

UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA 

SIDOARJO 

A. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

1. Profil UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

       Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang membawa 

dampak serta perubahan besar bagi manusia dari berbagai sentral 

kehidupan yang dapat membawa pengaruh dalam keberlangsungan hidup 

manusia, sementara efek negatifnya menyebabkan problematika 

kehidupan manusia semakin kompleks. Dibidang kesejahteraan kehidupan 

masyarakat seringkali mengalami kompleksitas dari berbagai lapisan 

masyarakat,  baik dari kalangan balita, anak-anak, maupun orang dewasa. 

Salah satu bentuk dari kompleksitas yang seringkali terjadi dan menuai 

kontroversi adalah mengenai pelanggaran moral kemanusiaan dan hak-hak 

anak yang menyebabkan banyak kasus yang terjadi secara fenomenal 

seperti pembuangan bayi, pembunuhan balita, penelantaran anak, 

penculikan, perdagangan, hingga ekploitasi anak.  

       Maraknya kasus pembuangan bayi atau penelantaran anak yang 

disebabkan dari berbagai faktor seperti bayi yang dihasilkan dari hubungan 

pra-nikah, masalah finansial atau ekonomi yang tidak mumpuni untuk 

menghidupi anak, bayi yang lahir dari hubungan gelap, bayi yang dibuang 

karena orang tua tidak menerima bahwa bayi mengalami cacat fisik atau 
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mental, dan lain-lain. Hal tersebut membuat kasus pembuangan bayi 

menjadi meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan 

lembaga sosial yang menangani kasus bayi maupun balita telantar ini 

masih sedikit dan terbatas, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

mendirikan lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan 

pemeliharaan sebagai upaya  penanganan terhadap bayi atau balita telantar 

yakni UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelayanan dan Perlindungan Sosial 

Asuhan Balita atau disingkat dengan PPSAB yang didirikan pada tanggal 

25 Agustus 2009 yang terletak di Jl. W. Monginsidi No.25 Sidoarjo sesuai 

Peraturan Gubernur No.119 Tahun 2008 Tanggal 25 Agustus 2008. 

Menurut Bu Kasmini selaku pengasuh balita terlantar di UPT PPSAB, 

kronologi kasus-kasus pembuangan bayi dan balita yang telantar pun 

bermacam-macam mulai dari sengaja ditinggal orang tuanya di rumah 

sakit, bayi dititipkan ke temannya dengan dalih akan diambil lagi dalam 

waktu dekat namun tidak kunjung diambil selama bertahun-tahun 

kemudian hilang jejak, diletakkan di depan teras rumah warga, sengaja 

diberikan ke UPT PPSAB oleh orang tua nya karena takut menanggung 

malu dan lain-lain.1 

       Penanganan balita telantar adalah serangkaian aktivitas yang 

berlangsung terstruktur, tertata, serta professional terutama kepada balita 

telantar yang berupaya menjamin tercukupinya hak anak yakni kelanjutan 

kehidupan anak, perkembangan anak, melindungi anak, serta memberi 

                                                 
1 Bu Kasmini (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 
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mereka peluang agar dapat berperan dalam kehidupan keluarga maupun 

pribadinya. Jadi tidak lain UPT PPSAB atau Pelayanan dan Pelindungan 

Sosial Asuhan Sosial Balita ialah instansi pelayanan pengganti peranan 

orang tua terhadap balita telantar dengan memenuhi kebutuhan anak secara 

wajar, layak serta mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, serta 

tanggung jawab. Arah utama UPT PPSAB adalah berupaya melindungi dan 

menyelamatkan anak dari ketelantaran. Balita telantar ialah anak yang 

kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritualnya tidak tercukupi disebabkan 

karena faktor-faktor tertentu.  

       Pelayanan UPT Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial 

Balita Sidoarjo ini diberikan kepada bayi atau balita telantar yang menetap 

di asrama yang sekarang masih dalam kapasitas target yang ditentukan 

berjumlah kurang lebih 55 anak, segala keperluan serta biaya hidup 

ditanggung UPT Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita 

Sidoarjo.  

       Dalam pelaksanaan pengasuhan untuk para bayi dan balita, UPT 

Pelayanan dan Pelindungan Sosial Asuhan Sosial Balita Sidoarjo 

menggunakan sistem piket secara rutin dan setiap hari dibagi menjadi 3 

shift, yakni : 

a. shift pagi pada pukul 07.00 – 15.00 WIB. 

b. shift siang pada pukul 14.00 – 21.00 WIB. 

c.  shift malam pada pukul 21.00 – 07.00 WIB. 

       Para pengasuh atau perawat dianjurkan melaksanakan kegiatan 

pengasuhan berdasarkan SOP Pelayanan yang telah ditentukan.  
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       Dalam menangani anak-anak telantar UPT PPSAB mempunyai syarat 

dan ketentuan usia bagi bayi atau balita yang akan diasuhnya yakni : 

a. Anak telantar usia 0-5 tahun. 

b. Anak yatim, piatu, yatim piatu telantar usia 0-5 tahun. 

c. Anak dari keluarga tidak mampu usia dibawah 5 tahun. 

       Selain ketentuan usia ada juga beberapa persyaratan dari UPT PPSAB 

sebelum balita telantar akan dibawa dan diasuh di lembaga tersebut  yakni: 

a. Laki-laki atau perempuan. 

b. Anak usia balita 0-5 tahun. 

c. Berstatus telantar. 

d. Sehat jasmani dan rohani. 

e. Berdomisili di wilayah Jawa Timur. 

B. Tujuan dan Fungsi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo 

       UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo bertujuan 

untuk: 

a. Sebagai upaya pemerintah dalam rangka melakukan penanganan terhadap 

balita telantar di Provinsi Jawa Timur. 

b. Memberikan perlindungan kepada balita dengan kehidupan yang layak. 

c. Sebagai upaya UPT PPSAB dalam melindungi generasi bangsa dari 

keadaan telantar supaya anak mampu berkembang secara layak dan 

optimal, teruatama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 

 

 

 

rangka terlaksananya hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta 

menjalani keberlangsungan kehidupannya. 

d. Sebagai tempat pelayanan sosial untuk balita dalam sistem kepengasuhan, 

keperawatan, serta edukasi yang berguna dalam pertumbuhan  anak 

kedepannya. 

       Adapun fungsi dari UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo antara lain yaitu : 

a. Implementasi program kerja UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo. 

b. Pengarahan serta Pengelolaan administrasi, pengaadaan aktivitas sosial, 

penyebaran serta pengasuhan lanjutan. 

c. Pengelolaan praktik aktivitas sosial dalam pengembangan anak usia 

dini serta sebagai tempat penyaluran proses pengangkatan anak secara 

legal. 

d. Penyelanggaraan kerjasama lembaga maupun individu dalam perluasan 

program UPT PSAB. 

e. Peningkatan prosedur pelayanan kesejahteraan sosial terutama 

peningkatan psikis, perbuatan, serta karakter anak. 

f. Pembimbingan serta pengawasan pengelolaan, perluasan warta 

pelayanan kesejahteraan sosial dilingkup tanggung jawabnya serta 

konsultasi terhadap keluarga dan khalayak penyelenggara upaya 

kesejahteraan sosial. 
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C. Struktur Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo 

       Struktur Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

 

Dibawahnya ada beberapa bagian pegawai dalam mengelola UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, yaitu:  

a. Pengelola sarana dan prasarana kantor. 

b. Pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial. 

c. Pengadministrasian keuangan. 

d. Pengelola keuangan. 

e. Pengelola rencana sosial dan kesehatan. 

f. Pengelola data pelayanan. 

g. Pengadministrasian anak telantar. 

h. Petugas keamanan. 

i. Pengelola pelayanan kesehatan. 

j. Pekerja sosial terampil (pelaksana). 

KEPALA UPT

KASI PERLINDUNGAN 
SOSIAL

KASI PELAYANAN 
SOSIAL

KEPALA SUB BAG 
TATA USAHA 
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D. Jumlah perkembangan Balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

       Jumlah perkembangan Balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo sebagai berikut : 

Tahun 

Jenis Kelamin 

Jumlah Laki-laki Perempuan 

2009 29 13 42 Anak 

2010 25 21 46 Anak 

2011 30 15 45 Anak 

2012 16 20 36 Anak 

2013 17 17 34 Anak 

2014 20 17 37 Anak 

2015 13 18 31 Anak 

2016 29 20 49 Anak 

2017 22 25 47 Anak 

2018 25 19 44 Anak 

2019 17 18 35 Anak 

2020 13 8 21 Anak 

Total 253 210 463 Anak 
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E. Prosedur penerimaan klien di Balita di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

      Berikut Prosedur penerimaan klien di Balita di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yakni : 

a. Penyerahan anak oleh orang tua kandung ke UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo 

1) Anak dipasrahkan oleh orang tua (kandung) kepada Dinas Sosial 

Kab/Kota, setelah itu akan dibuatkan berita acara penyerahan anak 

2) Dinas Sosial Kab/Kota menyerahkan kepengasuhan anak ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo 

b. Penyerahan anak dari Rumah sakit/ Rumah sakit bersalin ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo 

1) Anak dari rumah sakit/bidan diserahkan pada Dinas Sosial 

Kab/Kota, lalu dibuatkan berita acara, keterangan kelahiran, 

keterangan penyerahan, serta studi kasus 

2) Dinas Sosial Kab/Kota menyerahkan pada UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo dengan menandatangani 

Berita acara penyerahan 

c. Penyerahan anak dari kepolisian ke UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo 

1) Diserahkan langsung ke UPT PPSAB 

2) Keterangan penyerahan dari Kepolisian kepada UPT Perlindungan 

dan Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo 
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d. Penyerahan anak dari Lembaga Sosial Pemerintahan/Swasta ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo. 

1) Surat pengantar penyerahan. 

2) Laporan Dinas Sosial Setempat. 

e. Penyerahan dari keluarga atau masyarakat  

1) Seseorang yang menjumpai anak telantar membuat laporan kepada 

RT/RW. 

2) RT/RW menghubungi polisi setempat agar dibuatkan berita acara 

penyerahan. 

3) Kepolisian memberikan bayi atau balita kepada Intansi Sosial 

Kab/Kota beserta tanda tangan berita acara penyerahan. 

4) Keluarga/masyarakat langsung menyerahkan ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  Balita Sidoarjo.2 

F. Implementasi Penanganan Terhadap Balita Telantar Di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

1. Pelayanan yang diberikan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan  

Balita Sidoarjo kepada balita yang diasuhnya  

a. Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

       UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

menyediakan asrama untuk kamar untuk tempat tinggal transit untuk 

balita telantar yang diasuhnya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok yang 

                                                 
2 Laporan Akhir Tahun (LATAH) 2020 UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo 
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diberikan agar mereka dapat mendapatkan tempat tinggal yang layak, 

selain itu UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita 

Sidoarjo juga menyediakan kebutuhan sandang atau pakaian. Di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo bayi serta 

balita akan memperoleh pakaian yang diberikan sesuai dengan keadaan, 

yakni seperti: pakaian untuk tidur, lebaran, jalan-jalan dan santai, serta 

pakaian inti seperti celana dalam. Kaos kaki, dan pakaian lain sesuai 

kebutuhan serta sandal dan sepatu. 

       Untuk kebutuhan makan sehari-hari UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo membuat jadwal makan 3 kali 

sehari kepada para balita yakni pada pukul 06.30, 11.00, dan 15.30 

dengan menu-menu makanan penunjang gizi dan kesehatan seperti : sup 

sayur daging, soto ayam, sayur bayam, dll. Pemberian makanan pokok 

sesuai daftar menu dengan gizi seimbang yang telah disetujui oleh ahli 

gizi dari Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bu Ayu salah satu 

pengasuh balita terlantar di UPT PPSAB, terkadang tidak jarang pula 

anak-anak mogok makan, maka secara tidak langsung akan diberi 

ketegasan dari pengasuh, karena kalau tidak diberi penegasan anak-anak 

akan mogok makan dan makanannya dibuat mainan, kelihatannya 

memang pengasuh seperti marah-marah dan jahat namun untuk 

mengasuh anak dengan jumlah yang tidak sedikit bukan hal mudah, 

ketegasan ini tidak lain untuk kebaikan mereka sendiri.3  

                                                 
3 Bu Ayu (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

 

 

       Selain makanan wajib ada juga camilan sebagai makanan selingan 

seperti buah, biskuit, kerupuk, dll. Di asrama balita ada juga yang masih 

minum susu formula, pemberian susu disesuaikan dengan kebutuhan 

umur dan berat badan balita. 

b. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 

       Dalam menjaga kesehatan serta mengantisipasi adanya penyakit 

penyakit balita entah dari bawaan atau dikarenakan kondisi yang 

membuat tubuh rentan terkena penyakit maka UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo mempunyai pelayanan 

kesehatan dalam memelihara kesehatan para bayi dan balita yang 

diasuhnya seperti : 

1) Menyediakan obat-obatan sesuai kebutuhan. 

2) Melakukan analisis terhadap anggota baru. 

3) Memeriksa laboratium sebagai screening awal terhadap anggota 

baru yang bertujuan agar tahu apabila ada kelainan semenjak 

dilahirkan. Jika terdapat abnormalitas atau penyakit bawaan bisa 

ditangani dari awal. 

4) Melakukan penimbangan berat badan setiap akhir bulan yang 

dilaporkan dalam KMS. 

5) Memberikan imunisasi sesuai jadwal serta keadaan kesehatan 

anak di Puskemas Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo. 

6) Menilai pertumbuhan anak setiap tiga bulan. 
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7) Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum dari Puskesmas 

Sidoarjo maupun dokter spesialis anak dari RSUD Sidoarjo. 

8) Mengontrol kesehatan anak ke Puskesmas Sidoajo ataupun 

RSUD Sidoarjo. 

9) Bagi anak yang sakit diberikan vitamin sesuai resep dokter. 

       Selain itu UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita         

Sidoarjo juga melakukan penjemuran agar bayi dan balita setiap bagi 

yang berfungsi untuk mencegah penyakit pada bayi serta menjaga 

kesehatan bayi melalui manfaat baik sinar matahari di pagi hari. Para 

bayi ditempatkan di kasur khusus penjemuran kemudian dijejerkan 

sedangkan untuk balita penjemuran dilakukan sambil bermain di 

sekitar taman bermain UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo.4 

c. Pelayanan Kebutuhan Pendidikan Formal serta Non-Formal 

       Pendidikan termasuk pokok terpenting dalam perkembangan 

proses hidup manusia yang bertujuan untuk melahirkan pengetahuan-

pengetahuan dan kemampuan baru agar banyak ilmu dan pengetahuan 

yang didapat dan baiknya pendidikan dimulai sejak dari kecil.  

Pendidikan juga berfungsi sebagai  bekal menuju masa depan agar 

kelak generasi bangsa menjadi pribadi yang berkualitas. Tentu saja, 

pendidikan tidak hanya didapatkan dari lembaga formal saja, 

jugalewat jalur non-formal seperti pengetahuan keagamaan dll.  

                                                 
4 Bu Lilik (Pegawai UPT PPSAB),Wawancara,  25 Januari 2021. 
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       Dalam menangani kebutuhan pendidikan untuk generasi bangsa 

ini, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

memberikan fasilitas akademik Formal ataupun non-formal) bagi 

balita telantar yang diasuhnya. Pihak UPT PPSAB melakukan 

pendataan dan memasukkan anak ke sekolah yang setara dengan umur 

atau kemampuannya, seperti PAUD, TK, ABK dan memberikan 

fasilitas pendidikan mereka seperti sepatu, tas, alat tulis, seragam, 

serta perwalian dan mendampingi sewaktu sekolah dengan 

mengantar-jemput dan memberikan pengawasan. Namun pada saat 

pandemi Covid-19, pembelajaran (pendidikan sekolah) menerapkan 

sistem pembelajaran dirumah dengan pertimbangan yang telah 

ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika jadwal 

pembelajaran yang menggunakan tatap muka dengan sistem tersebut, 

maka pegawai atau pengasuh UPT PPSAB berkewajiban untuk 

mendampingi anak-anak tersebut. Disamping itu, para pegawai atau 

pengasuh juga harus membimbing anak-anak saat belajar atau 

menyelesaikan tugas dari sekolah. 

       Selain pendidikan sekolah formal, UPT PPSAB juga mempunyai 

kegiatan pendidikan keagamaan untuk para balita seperti mengaji 

iqra’, hafalan surat pendek, doa sehari-hari, bershalawat, melakukan 

kegiatan praktek keagamaan, serta diajarkan lagu-lagu bertema islami. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.30 sampai 

dengan 09.30 kecuali pada hari jum’at kegiatan tersebut diliburkan.  
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       Disamping kegiatan sekolah formal dan pendidikan keagamaan, 

para balita juga diberikan bimbingan pembelajaran oleh pengasuh-

pengasuh yang bertugas di asrama balita sesuai jadwalnya. Para 

pengasuh memberikan materi sesuai dengan usia balita, diantaranya 

balita yang sedang duduk di bangku PAUD atau TK diberikan materi 

matematika dan mewarnai, sedangkan untuk balita penyandang 

disabilitas diberikan materi menebali huruf dan angka atau atau materi 

lain pendukung sesuai kemampuan balita. Tujuan dari pelayanan 

pendidikan yang diberikan oleh UPT PPSAB kepada para balita 

tersebut adalah untuk bekal anak agar mendapatkan kesejahteraan 

melalui pendidikan formal maupun non-formal pada masa yang akan 

datang. 

d. Pelayanan kebutuhan sosial  

       Setiap manusia pasti membutuhkan sosial untuk berinteraksi 

maupun dikarenakan mempunyai kebutuhan atau sesuatu dengan 

orang lain. Tak terkecuali para balita telantar yang seharusnya sangat 

butuh bersosial dengan orang lain, terutama dengan orang tuanya dan 

keluarganya. Para balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo dapat setiap saat berinteraksi atau bersosial 

dengan para pengasuh atau perawat, dan pegawai, maupun dengan 

teman sebayanya. UPT PPSAB menyediakan taman bermain 

sekaligus ruang bermain sebagai sarana pendukung sosial sekaligus 

kegiatan rekratif anak. Diantara fasilitas yang ada di taman bermain 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 

 

 

 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yaitu 

ayunan, jungkat-jungkit, alat berputar dll.  

       Sedangkan dalam ruang bermain sekaligus tempat rekreatif yang 

berfungsi agar anak dapat mengembangkan kreatifitas dan intelektual 

anak. Alat permainan yang ditersedia di ruang tersebut yakni : 

Boneka, mainan mobil-mobilan, bola, buku mewarnai, Puzzle, alat 

tulis untuk kreatifitas menulis dan menggambar, sepeda, permaianan 

pengenalan lingkungan, alat trasnportasi, tumbuhan, dan hewan, 

Mainan ayunan, jungkat-jungkit, mangkok putar, peluncur rumah, 

Dll. 

       Dari pelayanan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo tersebut, anak dapat bersosialisasi sekaligus belajar 

bersama para pengasuh dan teman sebayanya. Jadi anak tidak akan 

merasa sedih dan sendiri karena melakukan kegiatan tersebut bersama 

teman sebayanya. Walaupun mempunyai status telantar tidak 

menjadikan mereka merasa mempunyai status tersebut karena UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah 

memberikan kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh anak. 

              Berdasarkan keterangan dari salah satu pegawai UPT PPSAB, 

dalam proses perekrutan pengasuh balita terlantar di UPT PPSAB 

tidak ada persyaratan dan kriteria tertentu, perekrutan pengasuh sama 

seperti penambahan pegawai dan untuk perekrutan pegawai adalah 

wewenang dari Provinsi. Dalam pelaksanaan kepengasuhan tidak ada 
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pola asuh yang harus diterapkan, jadi sesuai keinginan dari pengasuh 

sendiri. namun dalam pelaksanaan pengasuhan disesuaikan dengan 

SOP yang telah ditetapkan. Bagi pengasuh yang terdapat kekurangan 

dalam aspek tertentu seperti: aspek pendidikan, keahlian serta 

keterampilan, maka akan diikutsertakan dalam pelatihan yang 

diadakan oleh Dinas Sosial atau Balai Diklat Provinsi untuk 

mensosialisasikan terkait kepengasuhan.5 

       Proses rekrutmen Pengasuh (Pekerja Sosial) yang merupakan 

tenaga kontrak oleh Kementerian Sosial RI yang ditempatkan di Dinas 

Sosial Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut :  

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Bertaqwa kepada Tuhan YME. 

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 

4. Bebas dari zat adiktif dan obat terlarang. 

5. Sehat jasmani dan rohani. 

6. Tidak bertato dan bertindik (pria). 

7. Tidak terkait kontrak kerja dengan pihak lain. 

8. Tidak menuntut diangkat menjadi PNS.  

9. Tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata. 

10. Bersedia bekerja dan menerima honor sesuai ketentuan Direktorat 

Rehabilitasi Sosial Anak. 

                                                 
5 Bu Lilik (UPT PPSAB), Wawancara 13 Juli 2021 
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11. Sarjana Sosial Terapan (D4 Pekerjaan Sosial) S1 Kesejahteraan 

Sosial 

12. Berusia maksimal 35 tahun penempatan di 27 provinsi dengan 

penyebaran di 70 kabupaten atau kota di Indonesia sesuai 

domisili.6 

2. Kegiatan Program UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo berumur 2-5 Tahun (Balita) 

No. JAM KEGIATAN 

1 05.00 – 06.00 

 Bangun pagi 

 Mandi pagi 

2 06.00 – 07.00  Makan pagi 

3 07.00 – 08.30 

 Berjemur 

 Bermain 

4 08.30 – 09.00  Persiapan mengaji 

5 09.00 – 10.00  Mengaji 

6 10.00 – 11.00 

 Bermain  

 Belajar  

 Kegiatan edukatif, kreatif, dan 

rekreatif 

                                                 
6 Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI, “Rekrutmen Calon Sakti 

Peksos” dalam https://pksa.kemsos.go.id/, diakses pada 11 Juli 2021 
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No. JAM KEGIATAN 

7 11.00 – 11.30  Makan siang 

8 11.30 – 12.00 

 Menonton TV 

 Persiapan tidur siang 

9 12.00 – 15.00  Tidur siang 

10 15.00 – 15.30  Mandi 

11 15.30 – 16.00  Makan sore 

12 16.00 – 17.30 

 Kegiatan edukatif, kreatif, dan 

rekreatif 

 Bermain di taman bermain atau 

sekitaran UPT PPSAB 

13 17.30 – 18.30 

 Istirahat 

 Menonton TV  

14 18.30 – 19.30  Belajar 

15 19.30 – 20.00  Persiapan tidur malam 

16 20.00 – 05.00  Tidur malam 

 

       Rentetan aktivitas tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

hak-hak anak, dimulai dari hak pendidikan, hak perawatan, hak 

kelayakan hidup, dan sebagainya. Sewaktu memenuhi perawatan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 

 

 

 

untuk balita, para pengasuh akan memandikan mereka 2 kali sehari 

dengan peralatan mandi, seperti : sabun, shampo, sikat, dan pasta gigi. 

Setelah dimandikan mereka juga diberikan bedak dan minyak kayu 

putih untuk memberikan rasa hangat dan segar pada tubuh mereka lalu 

memberikan mereka baju ganti, Serta mengganti pampers untuk para 

balita sesuai kebutuhannya. 

       Pada pukul 08.00 – 11.00 biasanya anak-anak pergi ke 

sekolahnya masing-masing, namun dikarenakan pandemi ini maka 

sistem sekolah anak-anak tersebut memakai sistem pembelajaran 

daring. Jadi ketika ada pertemuan tatap muka secara daring ini, maka 

pihak pegawai atau pengasuh UPT PPSAB berwenang untuk 

mendampingi dan mengawasi sekolah dengan sistem online tersebut. 

Apabila ada tugas maka akan dibantu oleh pengasuh atau pihak yang 

berwenang atau bertugas dalam membantu pekerjaan sekolah mereka 

dengan mengajari dan mendampingi anak-anak tersebut. 

       Untuk kegiatan edukatif, kreatif, dan rekreatif biasanya 

dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Terkadang 

dilaksanakan di ruang belajar asrama balita atau ruang belajar khusus. 

Kegiatan tersebur berupa pemberian materi oleh pengasuh, misalnya 

dengan pengenalan huruf, berhitung, menggambar, mewarnai dan 

materi-materi lain sesuai usia dan kemampuan tiap anak. Dalam 

rangka mendukung dan menambah pengetahuan serta motorik anak 

dalam proses belajar tersebut. Sebelum pandemi UPT PPSAB sering 

mengadakan kegiatan travelling dengan mobil UPT PPSAB yang 
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bergambar kartun. para balita diajak berkeliling sambil berkunjung ke 

tempat edukatif dengan didampingi para pengasuh dan pegawai.  

Namun sejak pandemi covid-19 ini kegiatan travelling tidak 

dilaksanakan seperti sebelumnya, bisa dibilang hanya beberapa kali 

karena kondisi yang tidak memungkingkan untuk berkumpul. 

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai kegiatan refreshing sekaligus 

kegiatan edukatif untuk para balita. 

3. Fasilitas yang disediakan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo 

       Ada berbagai sarana prasarana yang diberikan UPT Perlindungan 

dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo untuk para bayi dan 

balita telantar asuhannya yang bertujuan untuk memberikan 

kebutuhan serta memberikan kemudahan untuk anak-anak tersebut 

melakukan aktivitasnya. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo untuk para 

bayi serta balita telantar yakni: 

a. Kamar, terdiri: dua asrama (asrama I untuk anak berumur 0-6 bulan 

serta 6 bulan-2 tahun; asrama II untuk anak berumur 2-5 tahun). 

b. Dalam asrama I disediakan box bayi, sementara asrama II terdapat 

dipan untuk masing-masing anak. 

c. Fasilitas umum, berupa: kamar ganti, kamar mandi, dapur, tempat 

cuci. 
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d. Masing-masing kamar dilengkapi dengan AC, kipas angin, rak 

sepatu, serta lemari pakaian. 

e. Terdapat TV, Sound System, dan DVD. 

f. Sterilisator dot bayi. 

g. Tempat atau lemari obat tiap asrama. 

h. Trolley Obat. 

i. Ruang bermain. 

j. Ruang bermain dan belajar.7 

       Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan sebagai sarana pemenuhan 

kebutuhan anak-anak, dengan jumlah anak yang tidak sedikit, maka 

tidak sedikit pula fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Anak-anak perlu 

mendapatkan hak yang semestinya mereka peroleh terutama hak 

hidup serta penghidupan yang layak. Apabila hak-hak tersebut tidak 

mereka dapatkan dari keluarga terutama orang tua mereka sendiri, 

maka pemerintah mempunyai tanggung jawab sekaligus kewajiban 

dengan memberikan penanganan-penanganan terhadap anak-anak 

telantar ini dengan memberikan pemenuhan hak-hak mereka dari hak 

dasar hingga hak yang harus mereka dapatkan secara wajar. 

                                                 
7 Laporan Akhir Tahun (LATAH) 2020 UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan 

Balita Sidoarjo 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN BALITA TELANTAR 

DI UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN 

BALITA SIDOARJO 

A. Analisis Penanganan Balita Telantar Di UPT Perlindungan Dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo 

       Upaya penanganan oleh negara atau pemerintah untuk melindungi dan 

merawat anak telantar sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 

27 Ayat (2) bahwasanya “Fakir miskin dan anak-anak telantar  dipelihara oleh 

Negara” yang dimaksudkan agar menjaga generasi penerus masa depan bangsa 

agar menjadi manusia yang berguna baik bagi agama maupun negaranya. Oleh 

karena itu Pemerintah Dinas Sosial Jawa Timur mendirikan lembaga khusus 

untuk menangani bayi serta balita telantar usia 0-5 tahun yakni UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. 

       Dikarenakan banyaknya kasus pembuangan bayi yang semakin meningkat, 

pemerintah berinisiatif untuk menyelamatkan tunas-tunas bangsa atau generasi 

penerus masa depan dengan memberikan penanganan-penanganan melalui 

lembaga tersebut yang bertujuan memenuhi hak anak yang seharusnya mereka 

dapatkan, yang sebelumnya tidak didapatkan oleh bayi atau balita telantar ini 

yang disebabkan oleh kelalaian kewajiban orang tua maupun sebab-sebab 

tertentu. 
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       Dengan berbagai faktor dan latar belakang ditemukannya balita asuhan 

UPT PPSAB yang berbeda-beda, selain ditemukan ada juga yang dengan 

sengaja menyerahkan bayi atau balita ke UPT PPSAB oleh keluarga kandung 

maupun keluarga angkat balita. Seperti kasus yang terjadi pada AN, bayi yang 

diserahkan oleh ibu kandungnya sendiri karena bayi tersebut hasil dari 

hubungan gelap dengan laki-laki lain, bermula dari suami dari ibu kandung AN 

bekerja sebagai TKI di luar negeri, selang beberapa waktu kemudian sang 

suami pulang dan melihat istrinya sudah dalam keadaan hamil. Akhirnya istri 

mengaku kalau bayi tersebut hasil dari hubungan gelapnya dengan laki-laki 

lain ketika sang suami sedang bekerja di luar negeri. Sang suami tidak mau 

menerima bayi tersebut dan akhirnya ibu kandung AN menyerahkan bayi 

tersebut ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo agar 

diasuh. 

       Lain halnya dengan kasus balita AS, balita laki-laki yang diserahkan oleh 

orang tua angkatnya ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo. Orang tua angkat AS adalah teman dari ibu kandung AS, kejadian 

bemula dari ibu kandung AS menitipkan bayi AS ke temannya dan berjanji 

akan segera mengambil bayinya dalam waktu  dekat. Namun selang 1 tahun 

lebih tak kunjung diambil dan ibu kandung AS hilang jejak. Diketahui bahwa 

ibu kandung AS adalah seorang mahasiswi yang hamil diluar nikah. Maka 

setelah AS berumur 1 tahun lebih akhirnya teman ibu kandung AS alias orang 
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tua angkat AS menyerahkan AS ke UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan 

Balita Sidoarjo.1 

       UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo terhadap balita 

telantar berperan menjadi tempat pemenuhan hak-hak anak seperti hak 

mendapatkan hidup serta kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan 

pendidikan, kesehatan, dan segala hak yang semestinya diperoleh anak pada 

umumnya. Upaya penanganan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo melalui serangkaian program serta kegiatan 

untuk balita telantar yang diasuhnya sebagaimana yang telah penulis sebutkan 

dan jelaskan sebelumnya.  

       Untuk meminimalisir atau menangani banyaknya kasus penelantaran anak 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo melakukan beberapa 

upaya seperti melakukan sosialisasi mengenai anak terlantar dan adopsi di balai 

kota yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. 

Selain itu program adopsi juga dilaksanakan sebagai upaya agar balita terlantar 

dalam asuhannya mempunyai kehidupan yang baik dan layak di masa depan 

dengan orang tua angkatnya. 

       Pada dasarnya, upaya penanganan yang dilaksanakan oleh UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo adalah sebagai bentuk 

implementasi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi 

warganya di seluruh lapisan masyarakat dan sebagai upaya pengentasan 

masalah ketelantaran anak, namun dibalik upaya penanganan tersebut tentunya 

                                                 
1 Bu Karti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 
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terdapat problematika atau hambatan yang terjadi pada proses penanganan 

tersebut, baik karena faktor internal ataupun eksternal. 

B. Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Telantar Di UPT 

Perlindungan Dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo 

       Penanganan terhadap balita telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo akan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

       Upaya penanganan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk 

melindungi dan memelihara anak-anak telantar sebagaimana bunyi Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) bahwasanya “Fakir miskin dan 

anak-anak telantar  dipelihara oleh Negara”. Pemerintah memiliki peranan 

serta kewajiban dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak 

telantar. Usaha pemerintah dalam mengentas permasalahan ketelantaran anak 

di wilayah Jawa Timur melaui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni dengan 

membangun UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo 

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2016 yang 

bertujuan mewadahi, membantu, membimbing, dan lingkungan pengasuhan 

anak telantar.  

       Sebab tidak semua instansi kepengasuhan mendapatkan ijin legalitas 

sebagai tempat pengadopsian, UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo sudah memperoleh ijin legalitas sebagai tempat pengasuhan sekaligus 

tempat adopsi sebagaimana SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
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No.460/33/102.005/2010 tentang menunjuk dan memberikan izin UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo menyelenggarakan 

pengangkatan Anak WNI di wilayah Jawa Timur.2 

       Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) 

yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin 

perlindungan, pemeliharan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan 

hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum 

bertanggung jawab terhadap Anak”. Melalui serangkaian program dan 

kegiatan dalam upaya penanganan terhadap balita telantar, UPT Perlindungan 

dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo memberikan hak-hak anak dalam 

berbagai aspek, yakni aspek perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

terhadap balita telantar yang diasuhnya. 

1. Aspek Perlindungan 

       Pada dasarnya balita telantar ialah anak berumur dibawah lima tahun 

yang mengalami ketelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau 

keluarganya sehingga menyebabkan kurang tercukupinya hak anak yang 

seharusnya didapatkan dengan sewajarnya serta menyebabkannya 

kehilangan kepengasuhan dari orang tua atau keluarganya. Dalam 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 

yakni "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

                                                 
2 SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur No.460/33/102.005/2010 tentang menunjuk 

dan memberikan izin UPT PPSAB menyelenggarakan pengangkatan Anak WNI di wilayah 

Jawa Timur. 
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berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.3 

       Kasus balita telantar menyebabkan tidak terpenuhinya hak 

perlindungan yang berkonsekuensi menyebabkan balita mengalami 

masalah dan kejahatan atas manusia yang tak bertanggung jawab atas 

balita telantar tersebut, seperti : perdagangan bayi, eksploitasi anak, 

penelantaran balita dan hal-hal lain yang tidak seharusnya balita dapatkan. 

Melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo ini, 

balita telantar yang ada dalam pengawasan UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo akan diberikan perlindungan sebagai 

implementasi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak bahwa “Anak berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar”.4 

       Balita telantar asuhan  Melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo  diberikan tempat tinggal sementara (transit) yakni 

asrama balita dengan ruang tidur berupa kasur serta fasilitas layak lainnya.  

Selain asrama untuk tempat transit, balita telantar juga mendapatkan 

pendampingan kepengasuhan sebagai peran pengganti dari kedua orang 

tua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 

pengasuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 

                                                 
3 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4. 
4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 4. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 

 

  

 

keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar”.5 

       Namun bagaimanapun cinta kasih keluarga terutama ayah-ibu 

kandung sangatlah berperan dan tidak tergantikan, serta sewajarnya dalam 

sebuah keluarga hanya mengasuh 1 sampai beberapa anak saja, jadi orang 

tua atau keluarga dapat berfokus dalam merawat anaknya.  

       Di asrama balita UPT PPSAB dengan jumlah anak yang begitu banyak 

dan setiap shift hanya didampingi oleh 2 atau 3 pengasuh saja, tidak heran 

jika pengasuh sering memberi mereka penegasan atau punishment kepada 

balita-balita tersebut apabila mereka tidak mendengarkan apa yang mereka 

ucapkan, karena tidak mungkin mereka mendampingi satu persatu balita. 

Jika dilihat dari aspek kepengasuhan memang jumlah pengasuh masih 

kurang, namun dalam kacamata kepegawaian jumlah 53 pengasuh 

tergolong sudah banyak untuk mengasuh 55 bayi dan balita di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. Di samping itu, UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo juga menyediakan 

akta kelahiran serta kartu keluarga sebagai legalitas identitas dari bayi dan 

balita telantar yang diasuhnya.6 

2. Aspek Pemeliharaan 

       Serangkaian kegiatan yang digerakkan oleh UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo dalam memelihara balita telantar 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan balita dengan sewajarnya. Seperti 

                                                 
5 Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat 1. 
6 Bu Yanti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79 

 

  

 

pemberian pakaian, makanan, jaminan kesehatan, dan lain-lain rangkaian 

perawatan lainnya. Keperawatan dilakukan oleh pengasuh seperti : 

memandikan, menyiapkan pakaian, mendampingi selama makan, dan 

kegiatan lain yang berhubungan dengan proses pemeliharaan serta 

keperawatan balita telantar. Selain itu kebersihan di asrama balita pun 

termasuk bagus, dalam sehari semua ruangan di asrama disapun dan dipel 

2 kali sehari secara rutin setiap hari, terjaminnya kebersihan tersebut 

bertujuan agar balita dapat mempunyai kehidupan yang layak dan 

menjamin kebersihan lingkungannya. Karena masing-masing anak 

seharusnya memperoleh bantuan kesehatan untuk membantu pertumbuhan 

serta perkembangannya sebagaimana dalam Undang-Undang No.36 

Tahun 2009 Tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak 

dimulai sejak anak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja dan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa 

Pemeritah semestinya memberikan fasilitas kesehatan teruntuk anak agar 

berkembang dengan optimal. 

       Semua dana untuk fasilitas untuk memenuhi kebutuhan balita telantar 

tergolong berjalan dengan baik, semua rincian kebutuhan balita telantar 

akan disetor kemudian pemerintah akan memberikan dana kepada pihak 

UPT PPSAB untuk membelanjakan atau membelikan segala kebutuhan 

bayi maupun balita di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo. Namun karena adanya pandemi covid-19 anggaran dana yang 

biasanya didapatkan akan dipotong sebanyak 30% untuk anggaran 

pelayanan covid-19. Untuk memberikan fasilitas perlindungan dan 
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penanganan dari covid-19 seperti : penyemprotan disinfektan, perawatan 

protokol kesehatan, pemberian masker, dan lain-lain dalam rangka 

pelayanan penanganan covid-19.7 

3. Aspek Kesejahteraan 

       Kesejahteraan merupakan terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam 

segala aspek kehidupannya. Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan 

Balita Sidoarjo, balita telantar bukan hanya mendapatkan tempat tinggal 

atau serangkaian proses pemeliharaan atau keperawatan saja namun juga 

mendapatkan pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 31 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” 

serta program-program lain yang mendukung kesejahteraan anak di era 

saat ini ataupun yang akan datang.  

Para balita disekolahkan dan diberikan bimbingan pembelajaran 

tambahan di asrama UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo yang dipimpin oleh pengasuh sesuai jadwal piketnya. Namun 

untuk kemampuan otak balita yang sudah sejak bayi di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo cenderung 

mengalami keterlambatan, berbeda dengan balita yang bayinya masih 

dalam asuhan keluarga angkat atau keluarga kandungnya teutama orang 

tuanya sendiri, misalnya RF balita yang baru dititipkan ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo ketika ia telah 

berusia 4 tahunan, awalnya orang tua RF menitipkan RF ke temannya 

                                                 
7 Pak Sutarminto (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021. 
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dengan janji akan mengambil secepatnya, namun dalam waktu yang 

panjang RF tidak kunjung diambil oleh orang tuanya, akhirnya teman 

orang tua RF selaku orang yang dititipi bayi RF menyerahkan RF ke UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo ketika RF berusia 4 

tahun.  

       Berbeda dengan WD yang sejak bayi sudah ada dalam pengasuhan 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo, WD 

mengalami keterlambatan kemampuan otaknya, pasalnya WD berusia 

sama dengan RF namun kemampuannya sangat jauh berbeda, WD sulit 

menangkap penjelasan dan agak lamban dalam memahami pelajaran, jadi 

walaupun umumnya seusia WD kemampuan anak sudah setingkat 

dengan RF, WD terbilang lamban kemampuannya. Begitu juga dengan 

beberapa anak lainnya yang mengalami hal yang sama dengan kronologi 

yang hampir serupa pula.8 

       Dalam aspek pemenuhan pendidikan, UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo tidak mempunyai pengajar khusus di 

bidang pendidikan anak, dengan tujuan agar anak lebih dapat terjamin 

kemampuan pendidikannya. Di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo sistem pembelajaran dilakukan oleh pengasuh 

piket dengan materi dan sistem pembelajaran apa adanya, mengingat 

dengan jumlah pengasuh tidak sebanding dengan kepengurusan balita 

dengan usia dan kemampuan balita yang berbeda-beda pula. Berbeda 

                                                 
8 Bu Aryanda (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 18 Februari 2021. 
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dengan pembelajaran disekolah, karena pengajar memang fokus di aspek 

pendidikan anak dan dalam kelas juga anak dengan usia yang rata-rata 

sama, terlebih sistem pembelajaran di sebuah keluarga tentunya lebih 

fokus karena dalam satu keluarga hanya mengasuh 1 atau beberapa anak 

saja. Sedangkan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo para pengasuh memberikan sistem pembelajaran apa adanya 

dan tidak semua dapat memiliki ilmu di bidang pendidikan anak. 

       Selain disekolah, UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita 

Sidoarjo juga mempunyai agenda adopsi untuk bayi atau balita telantar 

agar dimaksudkan anak-anak tersebut kehidupannya akan menjadi lebih 

baik dan layak dengan menemukan orang tua baru yang tepat. Tentunya 

proses adopsi ini tidak mudah, banyak serangkaian proses atau 

persyaratan yang harus ditaati oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

maupun bayi atau balita telantar yang akan di adopsi. 

       Berikut proses adopsi yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo yaitu : 

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) 

Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah sepasang suami istri yang 

akan menjadi orang tua angkat bagi anak yang akan diadopsi, 

sedangkan Calon Anak Angkat (CAA) adalah seorang anak yang akan 

diangkat sebagai anak oleh COTA melalui proses adopsi. 

2. Pemberkasan Persyaratan Administrasi Adopsi 
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Sebelum melakukan adopsi tentu harus memenuhi rangkaian proses 

dan ketentuan yang sesuai dengan lembaga tempat adopsi serta 

aturan yang berlaku. 

3. Home Visit I Oleh Petugas UPT PPSAB Dan Dinas Sosial 

Home visit merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh 

petugas UPT PPSAB dan Dinas sosial ke kediaman COTA yang 

bertujuan untuk  memastikan bahwa kediaman COTA layak 

dijadikan sebagai tempat tinggal calon anak angkat serta 

mengkonfrimasikan kepada seluruh anggota keluarga COTA 

tentang keinginan COTA untuk mengadopsi CAA. Kunjungan 

tersebut dimaksudkan agar bisa dipastikan bahwa anak yang akan 

diadopsi mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik serta 

agar kejadian anak ditelantarkan tidak terulang lagi.9  

4. Penyerahan CAA Kepada COTA Dalam Asuhan Keluarga 

       Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo 

proses acara penyerahan tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun, 

selain dihadiri oleh para COTA, acara tersebut dihadiri oleh para 

pejabat yang berwenang seperti : Gubernur, Kepala Dinas Sosial 

Jawa Timur, Tim PIPA, dan lain-lain. Setelah acara penyerahan 

tersebut bayi langsung diserahkan untuk dibawa COTA ke tempat 

tinggalnya. 

5. Home Visit II Oleh Petugas Panti Dan Dinas Sosial 

                                                 
9 Bu Zahro (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021. 
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       Kunjungan kedua kalinya yang dilakukan oleh petugas yang 

berwenang ke tempat tinggal COTA dari CAA asuhan UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo untuk 

memastikan kondisi CAA bahwa COTA selalu merawat, mengasuh 

dan melindungi serta memenuhi hak-hak CAA selayaknya anak 

kandung. Dan memastikan bahwa dalam keluarga tersebut tidak 

mempunyai masalah dalam proses kepengasuhan CAA.  

6. Sidang Tim PIPA (Dinas Sosial) 

       Sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) 

adalah salah satu mekanisme dalam proses pengangkatan anak di 

wilayah Jawa Timur. Maka Dinas Sosial Jawa Timur yang berperan 

sebagai pelaksana kebijakan guna melakukan sidang untuk 

mengimplemetasikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang pelaksanaan pengangkatan anak.10 Sidang tersebut dihadiri 

oleh beberapa anggota yang terdiri dari instansi pemerintah, mitra 

pemerintah, dan instansi sosial serta pengadilan agama maupun 

negeri. 

       Sidang tersebut membahas tentang permohonan pengangkatan 

anak dari COTA yang sudah dilakukan Home Visit dua kali oleh 

pihak yang berwenang. Sidang ini akan memaparkan tentang 

kelengkapan administrasi dari COTA atau pemohon lalu 

memberikan hasil laporan home visit yang telah dilaksanakan. Lalu 

                                                 
10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak. 
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Tim PIPA akan mempertimbangkan apakah akan memberikan 

rekomendasi atau tidak merekomendasikan COTA selaku pemohon 

ijin pengangkatan anak. 

7. Rekomendasi Dari Tim PIPA Bagi COTA 

       Proses sidang sampai mendapatkan rekomenasi dari Tim PIPA 

kurang lebihnya ada 3 bulan. Mekanisme proses adopsi memang 

tidak mudah, karena ada parameter-parameter tertentu yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan orang tua asuh agar 

sebisa mungkin CAA mendapatkan COTA yang tepat. Orientasi dari 

rekomendasi yang diberikan oleh Tim PIPA adalah surat ijin 

pengangkatan anak oleh Dinas Sosial Jawa Timur dan dari surat 

inilah yang menjadi pedoman COTA alias pemohon untuk 

mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.11 

8. Sidang Pengadilan Negeri Untuk Penetapan Status CAA Dan COTA 

       Setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim PIPA, maka Dinas 

Sosial Jawa Timur akan memberikan SK pengangkatan anak kepada 

cota lalu cota harus menadaftarkan berkas pengakatan anak (adopsi) 

ke pengadilan, jika telah memenuhi syarat maka SK pengakatan 

anak akan diterbitkan oleh pengadilan ke Disdukcapil Sidoarjo 

sebagai dasar perubahan akte kelahiran calon anak angkat dan status 

di Kartu Keluarga.12 

                                                 
11 Bu Zahro (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 25 Januari 2021. 
12SIPP KEMEMPAN RB, Unit Layanan Pengangkatan Anak, dalam 

https://Sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemsos/unit-layanan-pengangkatan-anak, 

diakses pada 20 Februari 2021. 

https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemsos/unit-layanan-pengangkatan-anak
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       Dalam akta kelahiran dan status keluarga status anak angkat tidak 

boleh dirubah sebagai anak kandung, jadi hasil akte kelahiran setelah 

persidangan tidak merubah status anak, karena biar bagaimanapun tidak 

boleh menghilangkan nasab orang tua seorang anak. 

       Sebagaimana upaya penanganan yang dilaksanakan oleh UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo apabila ditinjau dari 

kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) yang 

berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin 

perlindungan, pemeliharan, dan kesejahteraan Anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain 

yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak” sudah memenuhi 

3 aspek dari Undang-Undang tersebut, yakni aspek perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Kesimpulan dari penelitian lapangan dengan judul Analisis yuridis 

Terhadap Penanganan Balita Telantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo adalah : 

1. Implementasi penanganan terhadap balita terlantar di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo melalui 

serangkaian program penanganan dalam upaya memberikan hak-hak 

anak terhadap balita telantar yakni sebagai berikut : 

a. pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok : mendapatkan tempat 

tinggal (sementara), pakaian, dan kebutuhan makanan penunjang 

gizi. 

b. pelayanan pemeliharaan kesehatan : menyediakan obat-obatan, 

menilai pertumbuhan anak setiap tiga bulan, memberikan imunisasi 

sesuai jadwal dan keadaan kesehatan, dan lain-lain. 

c. pelayanan kebutuhan pendidikan formal dan non-formal : 

pendidikan formal sesuai umur dan kemampuan, pendidikan 

keagamaan, pendidikan kreatif dan rekreatif, dan kegiatan 

penunjang pendidikan lainnya. 

d. pelayanan kebutuhan sosial : taman bermain sebagai sarana 

pendukung kemampuan sosial anak dan berinteraksi dengan para 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88 

 

  

 

pengasuh serta pegawai UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo 

e. dan sarana pra-sarana atau fasilitas serta rangkaian program maupun 

kegiatan penunjang pemenuhan kebutuhan hak-hak balita telantar 

yang berada dalam asuhan UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Asuhan Balita Sidoarjo. 

2. Penanganan terhadap balita telantar di UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo secara yuridis disimpulkan 

bahwasannya upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, 

dan pemerintah Daerah menjamin atas perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak. Yakni lembaga tersebut memberikan upaya dalam 

penanganan dengan memberikan hak-hak anak dalam berbagai aspek, 

yakni aspek perlindungan, aspek pemeliharaan, dan aspek 

kesejahteraan terhadap balita terlantar yang berada dalam asuhannya 

melalui serangkain program penanganan yang bertujuan agar balita 

terlantar dapat mempunyai hak seperti anak pada umumnya untuk 

hidup, tumbuh, dan bekembang dengan baik serta mempunyai 

kehidupan yang layak. 
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B. Saran 

Sesuai kesimpulan penelitian lapangan yang sebagaimana telah peneliti 

paparkan di atas, terdapat sejumlah saran yakni: 

1. Supaya UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo 

meningkatkan aspek pendidikan, keterampilan, dan keahlian di semua 

pengasuh balita terlantar. 

2. Meningkatkan kinerja kepengasuhan atau menambah jumlah pengasuh 

agar lebih maksimal dalam mengasuh balita dengan jumlah yang tidak 

sedikit, serta lebih bijak dalam menangani tindakan balita yang berada 

dalam asuhannya. 

3. Bagi seluruh orang tua agar tidak melakukan pembuangan atau 

penelantaran anak, karena dampak sekaligus akibat tidak hanya 

ditanggung oleh orang tua saja namun juga anak yang ditelantarkan yang 

akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupannya sekarang 

maupun di masa mendatang.  

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, penulis sangat memahami 

bahwasannya terdapat berlipat kekhilafan dalam Skripsi ini. Maka Kritik 

serta Saran dengan tujuan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya 

sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan penelitian lapangan melalui 

Skripsi ini menjadi manfaat untuk penulis maupun seluruh lapisan 

masyarakat. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

90 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adi, Rianto. 2014. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 

Ambat, Triyani Kathrilda. “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Telantar 

Menurut Undang-Undang Tahun 1945”.  Lex Administratum, Vol. 1. No. 2. 

Januari-Maret, 2013. 

Anshori, Ibnu. 2007. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam. Jakarta: KPAI. 

Arikunto, Suharsimi. TT. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Aryanda (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 18 Februari 2021. 

Ayu (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. UNPAM PRESS: Tangerang Selatan. 

Budiyanto, HM. “Hak-hak Anak Perspektif Islam”. UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol. 1. No.1. 2014. 

Dewantara, Ki Hajar. 1962 Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa. 

Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI, “Rekrutmen Calon 

Sakti Peksos” dalam https://pksa.kemsos.go.id/, diakses pada 11 Juli 2021 

Firandika, Andi Resky. “Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial 

Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial 

Kabupaten Gowa)” (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2017). 

Gultom, Maidin. 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika 

Aditama. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 

 

  

 

Hamid, Sholahuddin. 2000. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Jakarta: 

Amissco. 

Hardani dkk,. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu. 

Joni, Muhammad, dkk,. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Hak 

Perlindungan, dan Perawatan Anak Dari Orang Tua Adalah Hak 

Alimentasi”. Bandung : Citra Aditya Bakti. Bandung. 

Karti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 

Kasmini (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 28 Januari 2021. 

Kemendikbud, “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring”, dalam 

https://kbbi.kemendikbud.co.id/entri/penanganan, diakses pada 15 Oktober 

2020. 

Laporan Akhir Tahun (LATAH) 2020 UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo 

Lilik (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 25 Januari 2021. 

Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 

Miswanto, Agus. 2017. “Seri Studi Islam: Agama, Keyakinan, dan Etika”. 

Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas 

Muhammadiyah Magelang. 

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Narbuko, Cholid, & Abu Achmadi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju. 

https://kbbi.kemendikbud.co.id/entri/penanganan


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 

 

  

 

Nasution, Enty Lafina. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak 

Diketahui Asal-Usulnya. Yogyakarta: CV Budi Utama. 

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Ningsih, Rani Gustya. “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Telantar oleh 

Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo” 

(Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 

Noorkamilah. “Pelayanan Sosial untuk Balita Telantar di Panti Yayasan Sayap Ibu 

(YSI) Cabang D.I.Y.” ( Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 

Peraturan Menteri Sosial Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak No.30 Tahun 

2011. 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

Prakoso, Abintoro. 2012. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Yogyakarta: Laksbang Grafika. 

Pransiska, Toni. 2015. Kado Istimewa Untuk Anakku. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 

Prints, Darwan. 2000. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

QS. Al-Baqarah: 233. 

QS. Al-Isra: 31. 

QS. Al-Tahrim: 6. 

QS. An-Nahl: 90. 

QS. An-Nisa’: 9. 

QS. Ar-Ruum: 21. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 

 

  

 

Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada. 

Sandi, Irwan. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas 

Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”.  Jurnal Universitas Tadulako, Vol. 4. 

No. 5. Mei, 2016. 

Setyawan, Eko dkk., “Pengangkatan Anak Balita Telantar Pada Panti Pelayanan 

Sosial Anak”. Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 5.  No. 01. Januari – 

April, 2019. 

Silalahi, Karlinawati & Eko A. Meianarno. 2010. Psikologi Keluarga. PT 

RajaGrafindo Persada : Jakarta Persada. 

SIPP KEMEMPAN RB, Unit Layanan Pengangkatan Anak, dalam 

https://Sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemsos/unit-layanan 

pengangkatan-anak, diakses pada 20 Februari 2021. 

SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur No.460/33/102.005/2010 tentang 

menunjuk dan memberikan izin UPT PPSAB menyelenggarakan 

pengangkatan Anak WNI di wilayah Jawa Timur 

Sofiana, Ulya. “Komparasai Hukum Islam Dengan UU No.4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak”.  Jurnal Institut Agama Islam (IAI) Mataram, Vol. 12. 

No.1. Januari, 2013. 

Sosroarmodjo, Arso, & A. Wasit Aulawi. 1975. Hukum Perkawinan di Indonesia. 

Jakarta: Bulan Bintang. 

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sutarminto (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021. 

Sutedjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. 

https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemsos/unit-layanan-pengangkatan-anak
https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemsos/unit-layanan-pengangkatan-anak


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94 

 

  

 

Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak. Jakarta: PT. Fajar Interpratama 

Mandiri. 

Syahra, Anna. Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan 

Anak Telantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1. No.1. 

2018. 

Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. 

Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press. 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan 

Sosial. 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.  

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Cirebon: CV Mandar Maju. 

Wikansari, Whinda. “Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam 

Menangani Anak Telantar Setelah Berlakunya UU RI No.23 Tahun 2002.” 

(Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010). 

Yanti (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021. 

Zahro (Pegawai UPT PPSAB), Wawancara, 11 Februari 2021.




